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Yang memegang peran sangat penting dalam pembangunan nasional, Hal inj
dikarcnakan bangsa Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar
mata pencahanian penduduk Indonesia adalah bercocok tanam, sehingga setiap
kegiatan vang dilakukan masyarakat senantiasa membutuhkan dan melibatkan
tanah.

Negara melalui Badan Pertanahan Nasional melakukan identifikasi
pencgasan tanah Negara yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang
dikuasai langsung oleh Nepara serta mempertimbangkan kepentingan untuk
ditepaskan sebagai obyek pengaturan pengusaan tanah, hal itu ditakukan dengan
mjmnmrmkmxgidmjﬁkasiataummdatammamiumhymg i
sebagai obyek landreform untuk kemudian ditata dan diredistribusikan kepada
masyarakat penggarap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 196]
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian,

apa yang dihadapi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah vang berasal
dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember serta upaya
amymgdigtumhnlmiukmgausi hmhnmdmiaenﬂbﬂmﬂﬁlipihtﬂak
Milik Atas Tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember tersebut.

Tujan dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui  prosedur
penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, hambatan—hambatan apa yang
dihadapi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah vang berasal dan
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember serta bagaimana
upaya untuk menpatasi hambatan dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
tersebut.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan
masalah dengan jalan menggali keterangan dan pthak vang terkait schagai bahan
kajian dalam proses pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan teori
dan kenyataan, Adapun sumber data yang penulis punakan dalam penulisan
skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang
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dikumpulkan dengan studi pustaka dan studi lapangan pada kantor pertanahan
Kabupaten Jember dengan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebenarnya sudah
Jelas dan prosesnya sangat sederhana sebagaimana yang terdapat dalam Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor SK_ 108.35/2004 tanggal
24 September 2004 tentang Standart Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan
(SPOPP) dengan berdasarkan, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Hambatan—hambatan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
itu berasal dari masyarakat yang menguasai tanah—tanah Negara itu sendii.
Mereka masih awam tentang pentingnya penserfipikatan Hak Milik Atas Tanah
Negara yang mereka kuasai, sehingga mercka beranggapan bahwa proses
penerbitan sertipikat tersebut memerlukan biaya yang besar, proses penerbitannya
berbelit-belit dan persyaratannya terlalu banyak sehingga masyarakat enggan
untuk mensertipikatkan tanah Negara yang mereka kuasai. Di samping hambatan
intern dari masyarakat yang menguasai tanah Negara tersebut, juga terdapat
hambatan ekstern yaitu letak Kantor Pertanahan yang jauh dari lokasi tanah yang
menycbabkan masyarakal enggan untuk mensertipikatkan tanah Negara yang
dikuasainya. Di samping itu aparatur desa tidak memberi informasi dan perhatian
terhadap masyarakat yang menguasai tanah Negara dan juga oknum Aparatur
Desa juga menarik retribusi liar terhadap masyarakat yang menguasai tanah
Negara yang ingin mensertipikatkan tanah Negara yang mereka kuasai,

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam
mengatasi hambatan-hamabatan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang berasal
dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, mengadakan
penyuluhan (pencrangan-penerangan) melalui siaran radio, penyuluhan langsung
terhadap masyarakat dengan mendatangi seluruh desa/ kelurahan di Kabupaten
Jember, penycbaran langsung informasi lentang lata cara/ prosedur pemberian dan
penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Desa/ Lurah dan Camat seluruh
Kabupaten Jember pada saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintah Daerah
(PEMDA) untuk disampaikan kepada masyarakatnya.

Adapun saran-saran yang penulis berikan schubungan dengan penerbitan
Sertipikat Hak Milik yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kebupaten Jember adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebaiknya lebih
sermg mengadakan penyuluhan—penyuluhan, memberikan informasi  atau
pengumuman  dan  ditempel di tempat—tempat umum, Sebatknya Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember membuka kotak saran agar masyarakat dapat
memberikan saran atau masukan dan keluhan-keluhan atas pelayanan Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak
milik atas tanah yang berasal dari tanah Negara, hal tersebut dimaksudkan agar
dapat memperbaiki kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jember itu sendiri
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dalam melayani masyarakat. Masyarakat sebaiknya juga turut berperan aktif
dalam mencan informasi tentang tata cara/ prosedur penerbitan Sertipikat Hak
Milik atas tanah yang berasal dari SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember, sehingga mereka tidak tertipu oleh oknum/ colo apabila ingin
menyertipikatkan tanah Negara yvang digarapmya.
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| b gy I L
BAB I L %;J , UNIVERSITAS JEMBER

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang
memegang peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal imi di
karenakan bangsa Indonesia merupakan Negara agraris vang sebagian besar mata
pencaharian penduduk Indonesia adalah bercocok tanam, sehingpa setiap kegiatan
yang dilakukan masyarakat senantiasa membutuhkan dan melibatkan tanah
Sebagal modal dasar pembangunan nasional, tanah mempunyai karakteristik yang
unik, yartu multidimensional, multisektoral dan multidisiplin. Oleh karena itu,
tanah harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun masa datang.

Landasan kebijakan (politik) pertanahan di Indonesia adalah Pasal 33 ayat
(3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen dan Undang-undang Nomor 5
Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok—Pokok Agraria (UUPA), memberikan
amanat bahwa Negara sebagai organisasi kekuasan dari seluruh rakyat Indonesia
pada tingkat tertinggi diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan
seluruh bangsa Indonesia. Hal imi dimaksudkan agar tanah dapat memberikan
manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti bahagia,
sejahtera, dan merdeka dalam masyarakat bangsa dan negara yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.

Negara melalyi Badan Pertanahan WNasional melakukan identifikasi
penegasan tanah Negara yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara serta mempertimbangkan kepentingan untuk
ditegaskan scbagai obyek pengaturan penguasaan tanah, hal itu dilakukan dengan
tujuan untuk mengidentifikasi atau mendata suatu areal tanah yang ditegaskan
sebagai obyek pengaturan penguasaan tanah/ landreform untuk kemudian ditata
dan diredistribusikan kepada masyarakat penggarap sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Kerugian. Redistribusi tanah Negara, sebagai obyek pengaturan penguasaan

tanah/ landreform bertujuan untuk membantu para petani penggarap mendapatkan
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Hak Milik Atas Tanah dan tanda bukti kepemilikan yang berupa sertipikat dari
tanah yang dihakinya sehingga para petani penggarap mendapatkan jaminan
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang dihakinya schingga mereka
dapat meningkatan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Tujuan pendaftaran tanah Negara yang dikuasai petani penggarap adalah
untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang dihaki. Tanah
Negara yang dimohonkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik dan penerbitan
Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan akan diterbitkan sertipikat hak
atas tanahnya jika para pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 8 dan 9
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pclaksanaan Pembagian
Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Sertipikat hak atas tanah merupakan surat
tanda bukti hak yang kuat. Pemepang hak atas tanah harus menyadan akan
pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota baik demi kepentingan masa kini maupun masa yang akan
datang,

Sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota sebagai kongkretisasi dalam rangka melaksanakan urusan
Pemerintah berdasarkan Pasal 19 UUPA jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan mengkaji
permasalahan tersebut dalam skripsi yang begudul “PENERBITAN
SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
JEMBER (Studi Kasus Sertipikat Hak Milik Nomor 290/ Gumukmas).”

1.2 Rnang Lingkup

Dalam skripsi ini, penulis hanya akan membatasi rang lingkup
permasalahan yakni mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah
yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
tentang Pemberian Hak Milik, hambatan—hambatan dalam penerbitan Sertipikat
Hak Milik atas tanah, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerbitan
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Sertipikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember tentang Pemberian Hak Milik. Di dalam penulisan
skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,

1.3 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang berasal
dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ¢

2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah
dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

3. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan dalam Sertipikat Hak Milik atas
tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
lember ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
I untuk mengetahui prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang
berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
untuk mengetahui hambatan—hambatan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas
tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember;

I~d

3. untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam Sertipikat
Hak Milik atas tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala  Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penulisan
Metode merupakan unsur mutlak. harus ada dalam penulisan dan
pengembangan ilmu  pengetahuan. Metodologi  pada hakikatnya memberikan

pedoman tentang carn-—cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta
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pedoman tentang cara—cara seorang ilmuwan mempelajan dan menganalisa serta
memahami lingkungan yang dihadapi (Sockanto, 1986 : 6). Didalam penulisan
skripsi ini penulis mengunakan metode penulisan yaitu  metode pendekatan
masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

L5.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat
dalam tujuan penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode pendekatan secara
yundis empiris, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menggali
keterangan dari pihak yang terkait schagai bahan kajian dalam proses pembahasan
dari segi praktis dengan membandingkan teori dan kenyataan (Soemitro, 1990 :
10). Penulis menelash berbagai literatur, karya ilmiah dan dokumen yang terkait
dengan prosedur penerbitan sertipikat dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember, penulis mengkaji dan menganalisa data—data yang diperoleh kemudian
diaplikasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

152 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua sumber
data yaitu sumber data primer dan sumber data sckunder. Yang dimaksud sumber
data primer adalah sumber data dasar atau data asli yang diperoleh pencliti dari
langan pertama dan belum divraikan oleh orang lain. Data ini dapat diperoleh
dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang—undangan, norma—
norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro, 1990 : 11).

Sumber data sekunder adalah data—data yang erat kaitannya dengan data
primer. Data ini diperolch dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah—majalah
hukum, literatur-literatur  yang mendukung untuk membahas permasalahan
(Soemitro, 1990 : 11).

1.53 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan
sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan memperoleh data yang
diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.
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ialam penulisan sknpst ini, penulis mengunakan teknik pengumpulan
data, yaitu melalui
1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan jalan mempelajari,
memahami dan mendalami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan terjun lansung ke lapangan
untuk mengadakan pengamatan, penyclidikan dan penelitian terhadap objek yang
menjadi sasaran. Sedangkan alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam
penulisan skripsi ini adalah -

(2) Wawancara

Melakukan tanya-jawab (wawancara) dengan nara sumber yaitu dengan
para staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Semua bertujuan untuk mendukung
pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, sehingga di dapat data-data yang
benar-benar akurat dan mewakili pokok permasalahan yang dibahas. Dalam
penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Tjahjo
Arianto, S.H., M.Hum, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan
Bapak Agus Sri Budianto, S.H. selaku Kepala Subscksi Pendafltaran Hak dan
Informasi Kantor Pertanahan Jember.

(b) Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dala yang tidak
langsung yang ditujukan kepada subjek penclitian. Dokumen yang diteliti dapat
berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan
menjadi dokumen primer yang merupakan dokumen yang langsung ditulis oleh
orang yang langsung mengalami peristiwa (etobiografi); dan dokumen sekunder
yaitu dokumen yang berisi laporan peristiwa orang lain (biografi). Dokumen
dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (case
records) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Sochartono, 1995 - 70-
T1).
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Pee® ARANSIS Lrala

Penulis dalam menyclesaikari skripsi' ini mcnggunakan analisis deskriptif
kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang
akan dibahas. Metode analisis tersebut adalah suatau metode untuk memperoleh
gambaran singkat mengenai suaty permasalaban yang tidak didasarkan atas
angka-angka statistik. melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan
norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan masalah yang akan
dibahas. Untuk memperoleh hasil yang baik. penulis menggunakan metode
berpikir secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil
dari pengetahuan yang bersifat umum, untuk menuju pokok permasalahan yang
bersifat khusus (Soemitro, 1990 - 98).
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN

2.1 Fakta

Suratman, dkk berjumlah 15 orang adalah warga Desa Gumukmas
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember telah mengajukan sural permohonan
pemberian Hak Milik dan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember Ir. Tjahjo Arianto, S.H.. M.Hum, atas tanah Negara objek
landreform yang merupakan tanah dari kelebihan batas maksimum yang di
garapnya yang berupa tanah pertanian seluas 4068 M- (empat ribu enam puluh
delapan meter persegi) yang terletak di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember, permohonan tersebut diajukan bersama 15 (lima belas) warga
yang juga mengarap tanah Negara obyek landreform yang merupakan tanah dari
kelebihan batas maksimum ferdiri dari 15 (lima belas) bidang seluas 38652 M?
(tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Permohonan
ini merupakan permohonan ke dua yang dilakukan oleh Suratman, dkk, pada
tahun 2004 Suratman, dkk telah mengajukan permohonan pemberian Hak Milik
dengan dikuasakan pada pihak ketiga tapi sertipikat yang dimohon tidak dapat
dikeluarkan karena prosedur permohonan yang salah, akhimya suratman, dkk
mengajukan  sendiri surat  permohonan Hak Milik ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Pada tanggal 22 September 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum, menerbitkan Surat Keputusan Pemberian
Hak Milik dengan Nomor SK 51.420.335.34-2005 yang berisikan tentang
pemberian Hak Milik pada Suratman, dkk berjumlah 15 orang (15 bidang) yang
terdiri dani tanah sawah dan tanah kering serta tanah Negara lainnya yvang berasal

dan tanah Negara obyek landreform yang digarapnya Suratman, dkk berjumlah 15
orang (15 bidang).

Pemberian Hak Milik kepada Suratman yang berdasarkan Surat Keputusan
Pemberian Hak Milik dengan Nomor SK 51.420.335.34-2005 vang diberi nomor
urut SK : 1 dan daflar isian 301 Nomor 11 412/ 2005 dan pada tanggal 18
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November 2005 telah”'diterbitkan' Sertipikat Tak Milik Nomor 290/ Gumukmas
olch Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Ir. Tjahjo Arianto, S.H..
M.Hum.

Dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diberikan
kepada Suratman oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, maka tanah
Negara obyek pengaturan penguasaan tanah/ landreform yang dikuasai Suratman
benar-benar resmi menjadi Hak Milik Suratman,

2.2 Dasar Hukum

A. Undang-undang Dasar Rebublik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
Pasal 33 ayat (3)
“Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk scbesar—besarnya kemakmuran rakyal.”

B. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria
Pasal-Pasal yang yang berkaitan dengan masalah ini adalah -
Pasal 2 ayat (1)
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1. Bumi, air dan ruang angkasa,

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan
lertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Pasal 2 ayat (2)

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk :
4. mengatur dan menyclengarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa terscbut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
¢. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
dan perbuatan-perbuatan  hukum mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.™

Pasal 4 ayat (1)

“Atas dasar hak menguasai dari Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut
tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang—orang baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang—orang lain serta Badan—badan Hukum.”

‘

R —.
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Pasal 6
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”
Pasal 16

“Hak—hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

hak milik

hak guna usaha

hak guna bangunan

hak pakai

hak sewa

hak membuka tanah

hak memungut hasil hutan

hak—hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak yang sifatnya sementara
sebagai yang tersebut dalam Pasal 53.”

Pasal 19 ayat (1)
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

g RS oOR

tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan—ketentuan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 20 ayat (1)

“Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas lanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.”

Pasal 20 ayat (2)

“Hak milik dapat beralih jika dialihkan pada orang lain.”

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 8 ayat (1)

"Dengan mengingat Pasal 9-12 dan Pasal 14, maka tanah—tanah yang
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, b dan ¢ dibagi-bagikan dengan THak Milik
kepada para petani oleh panitia landreform Daerah Tingkat Il yang
bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut :

a. penggarap yang mengerjakan lanah yang bersangkutan;

b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang

bersangkutan;

¢. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan:

d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan;
penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

L
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- PERERAEp tnah-ianah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain
berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3: -
penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 hektar;

pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0.5 hektar:

I petani atau buruh tani lainnya.”

Pasal 9

“Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka petani yang dimaksud dalam
Pasal 8 harus memenubh; -

a. syarat-syarat umum
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak
tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

dl i

b. syarat-syarat khusus
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g, telah
mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun
berturut-turut, bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah
mengerjakan tanahnya 2 musim berturut—turut, bagi petani yang
tergolong dalam prioritas ¢, telah bekerja pada bekas pemiliknya
selama 3 tabun berturut- turut.”

D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Pasal 1 angka (1)
“Pendafiaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis dalam bentuk peta dan dafiar. mengenai bidang—bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pasal 1 angka (3)

“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai olch Negara adalah tanah yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.”

Pasal 1 angka (20)

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan rumah susun dan hak langgungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ™
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rasal 31 ayat (3)
“Sertipikat hanya boleh"diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum

dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada
pihak lain yang dikuasakan olehnya.™

Pasal 32

(2) Dalam hal atas suaty bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa punya hak atas tanah tersebut apabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kantor
Pertanahan yang bersangkutan atan pun tidak mengajukan gugatan ke
pengadilan mengenai penguasaan tanah atag penerbitan  sertipikat

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan
Nasional

Pasal 7 ayat (3)

"Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan tanah dipedesaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
T=50%x(mxax2U)”

Pasal 9 ayat (3)

“Besamya tarif pelayanan pemeriksaan  tanah dipedesaan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
T=50%x(nxax2U)”

Pasal 10 ayat (2)

“Besar tarif pelayanan pemeriksaan tanah dalam bentuk laporan konstatasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus -
T=50%x(mnxax 2 -
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fasal 1sayal (L)

“Biaya tranportasi scbugaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada
pemohon yang ditetapkan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.”

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tabun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 1 angka 3

“Pengukuran tanah secara sistimatik adalah proses pemastian letak batas
bidang-bidang tanah yang terletak dalam saty atan beberapa desa/ kelurahan
atau bagian dari desa/ kelurahan atay lebih dalam rangka penyelenggaraan
pendaftaran tanah secara sistematik ™

Pasal 1 angka 4

“Pengukuran tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu
atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atay
calon pemegang hak baru yang terietak saling berbatasan atay berpencar-—
pencar dalam satu atan beberapa desa/ dalam rangka penyelenggaraan
pendafiaran tanah secara sporadik.”

Pasal | angka 8
“Pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas
tanah, Hak Milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan, atan nadzir

dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum
terdaftar.”

- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah Negara

Pasal 1 angka (3)

“Pemberian hak atas tanah adalah penctapan pemerintah yang memberikan
suatu hak atas tanah Negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan
pembaharuan hak ™

Pasal 3

“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya memberi keputusan
mengenai ;
(1) Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih
dari 2 Ha:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(2) Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak
lebih dari 2000 M (dua ribu ‘meéter persegi), kecuali mengenai tanah
bekas Hak Guna Usaha;

(3) Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program :

tranmigrasi;

redistribusi tanah;

konsolidasi tanah;

pendaflaran tanah sccara massal dalam rangka pelaksanaan

pendaftaran tanah secara sistematik atau sporadik.”

pn P

H. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Kcputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan
Pasal 8 ayat (1)

“Hak milik dapat diberikan kepada :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku, yaitu :
1) Bank Pemerintah;
2) Badan Keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh
pemerintah.”
Pasal 9 ayat (2)

“Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
1) Keterangan mengenai pemohon :

a) Apabila Perorangan : nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal serta
keterangan mengenai istri/ spami dan anak yang menjadi
tanggungan, kewarganegaraan pemohon;

b) Apabila Badan Hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau
peraturan  pendirianya, tanggal dan nomor keputusan
pengesahannya olch pejabat yang berwenang tentang penunjukan
sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2) Keterangan mengenai tanah yang dimohon meliputi data yuridis dan
data fisik :

a) Dasar penguasaan atau dasar haknya berupa sertipikat, girik, surat
kapling, surat—surat bukti pelepasan tanah dan rumsh atan tanah
yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akia pejabat
pembuat akta tanah (PPAT), akta pelepasan hak dan surat—surat
bukti perolchan tanah lainya;

b) Letak, batas—batas tanah dan luas tanahnya (jika ada Surat Ukur
Atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomomya);

c) Jenis tanah (pertanian/ non pertanian);

d) Pencana penggunaan tanah:
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€) Status tanahnya (tanah hak/ tanah Negara).
3) Lain-lain :

a) Keterangan mengenai jumlah bidang, luas tanah dan status tanah—
lanah yang dimiliki pemohon, termasuk bidang tanah yang
dimohon;

b) Keterangan lain yang dianggap perlu.”

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Hak Atas Tanah

Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga
scbagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada
diatasnya (Harsono, 1999 : 15). Tanah dalam pengertian hukum tanah adalah
permukaan bumi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah
sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan bermacam—macam hak

atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang—orang lain serta Badan—badan Hukum®

Hak atas tanah dapat diartikan scbagai pemberian wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan tubuh bumi dan air serta ruang yang
ada diatasnya sckedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah tersebut, dalam batas-batas menurut undang—undang
dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi (Saleh, 1997 : 15). Hak atas tanah
juga dapat diartikan hubungan hukum antara suatu subyek hak dengan suatu
bidang tanah tertentu yang berisikan wewenang dan kewajiban.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria terdapat
bermacam—macam hak atas tanah yang diakui dan diatur oleh Negara yaitu:

1) hak milik

2) hak guna vsaha

3) hak guna bangunan

4) hak pakai

5) hak sewa

6) hak membuka tanah

7) hak memungut hasil hutan

8) hak-hak lain yang tidak termasuk hak—hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak yang sifatnya sementara sebagai
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yang tersebut dalam Pasal 53, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang, dan sewa tanah pertanian.

2.3.2 Pengertian Hak Milik

Hak Milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah hak turun menurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat Ketentuan Pasal 6
UUPA, yaitu tentang fungsi sosial dan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain.

Hak Milik atas tanah adalah hak turun temurun, yang berarti Hak Milik
atas tanah tidak terbatas jangka waktunya, pemilik tidak perlu
memperpanjangnya, sebab tidak akan berakhir (kecuali dicabut Pemerintah). Hak
Milik memberi pemiliknya hak dengan jangka waktu yang tak pernah berakhir
(Perangin, 1994 : 13).

Adapun sifat terkual menunjukkan bahwa jangka waktu Hak Milik tidak
terbatas, jadi berbeda dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang
jangka waktunya tertentu. Hak Milik haknya terdaftar dengan adanya tanda bukti
hak, Hak Milik juga hak yang terkuat karena terdaftar dan pemegang Hak Milik
diberi tanda bukti berupa Sertipikat Hak Milik yang berarti mudah dipertahankan
dari pihak lain.

Sedangkan sifat terpenuh artinya Hak Milik itu memberi wewenang
kepada pemegang haknya yang paling luas jika dibandingkan dengan hak yang
lain, Hak Milik dapat merupakan induk dari hak—hak yang lain, artinya seorang
pemilik tanah dapat memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang
kurang daripada Hak Milik misalnya menyewakan, membagi-hasilkan,
menggadaikan, menyerabkan tanah itu kepada orang lain dengan Hak Guna
Bangunan atan Hak Pakai. Dilihat dari peruntukannya ITak Milik juga tidak
terbatas, Hak Guna Bangunan untuk keperluan bangunan saja, Hak Guna Usaha
terbatas hanya untuk keperluan usaha pertanian. Sedangkan Hak Milik dapat
digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk bangunan.

Ciri—ciri Hak Milik adalah sebagai berikut :

T
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1) Turun-temurun
Artinya Hak) Milik-atas tanah  dimaksud -dapat/ beralih kepada ahli
warisnya karena seorang pemilik tanah telah meninggal dunia;

2) Terkuat
Artinya bahwa Hak Milik atas tanah yang paling kuat diantara hak—hak
atas tanah yang lain;

3) Terpenuh
Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat dipergunakan untuk
usaha pertanian dan juga mendirikan bangunan;

4) Dapat dialihkan dan dialihkan
Pengalihan Hak Milik kepada orang lain dilakukan dengan jual beli,
hibah wasiat, tukar menukar,dan lain-lain;

5) Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan;

6) Jangka waktu tidak terbatas (Chomzah, 2002 : 6).

Yang dapat mempunyai Hak Milik :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada azasnya bahwa Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh orang yang
berkewarganegaraan Indonesia (WNI) tunggal, baik secara sendiri atau bersama-
sama dengan orang lain. Badan-badan hukum pada azasnya tidak dimungkinkan
mempunyai  tanah dengan Hak Milik, dengan pertimbangan karena
penyelenggaraan usaha Badan Hukum tidak secara mutlak memerlukan Hak
Milik. Keperluan Badan Hukum dianggap sudah dapat dipenuhi dengan hak—hak
lain, asalkan hak-hak itu menjamin penguasaan dan penggunaan tanah selama
jangka waktu yang cukup.

Sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5
Tahun 1960, yaitu Badan-badan Hukum yang bergerak dalam bidang sosial dan
keagamaan dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sepanjang tanah tersebut
diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan Misalnya
dipergunakan untuk Masjid, Gereja, Pura, Kuil, dan lain-lain.

Hak Milik dapat terjadi karena :
a. Menurut hukum adat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah:
b. Ketentuan Undang-undang;
c. Penetapan Pemerintah.
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Hapusnya Hak Milik

Hak milik dapat hapus karena :

a. Tanah jatuh pada Negara, karena :
1. Pencabutan Hak Milik;
2. Penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
3. Ditelantarkan;
4. Dialihkan pada pihak asing.

b. Tanahnya musnah (Harsono, 1999 : 524-544).

233 Pengertian Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang belum dipunyai suatu hak atas tanah
menurut UUPA. Tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara, artinya tidak ada
pihak lain yang menguasai diatas tanah itu (Soetrisno, 2004 : 11). Tanah Negara
terbagi menjadi dua bagian, yaitu tanah Negara bebas (Vrij Staatsdomein), yang
artinya tanah Negara yang tidak terkait dengan hak—hak bangsa Indonesia dan
tanah Negara yang tidak bebas (Onvrif Staatsdomein), yang artinya tanah Negara
yang terkait dengan hak—hak Bangsa Indonesia (Sihombing, 2005 : 78).

Tanah Negara dikuasai sepenuhnya oleh Negara, kekuasaan Negara atas
bumi, air dan ruang angkasa ini harus dilihat sebagai wewenang yang berada pada
Negara untuk mengadakan berbagai peraturan, dan tindakan-tindakan dibidang
agraria. Pikiran tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 33 ayat (3) dan
Undang—undang Dasar 1945 Amandemen dan kemudian dijabarkan dalam Pasal
2 ayat (1) UUPA sebagai berikut :

“Bumi, air dan roang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada

didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebapai

organisasi kekuasaan seluruh rakyat™

Tanah Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Pasal 1 ayat (3) yaitu tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara adalah
tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 2
ayat (2) Undang—undang Nomor 5 Tahun 1960 dikuasai bukan berarti dimiliki,
tetapi bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya
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dikuasai olch Negara dan dipergunakan untuk sebesar—besamya kemakmuran
rakyat. Hak Menguasai dari Nepara sebagaimana fermaksud dalam Pasal ini, _—
memben wewenang :

I) mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang—
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan—perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Tanah Negara dikuasai sepenubnya oleh Negara karena Negara
dipandang scbagai suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pikiran tersebut
dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam
Pasal 2 ayat (1) UUPA. Dengan demikian, maka tanah Negara adalah tanah—
tanah yang tidak diletakkan dengan suatu hak yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Tanah Ulayat
serta Tanah Wakaf.

2.3.4 Pengertian Pendaftaran Tanah

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah di Indonesia, maka
Pemerintah telah menginstruksikan kepada masyarakat untuk menyelengarakan
pendafiaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, seperti menurut ketentuan yang
diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
1960 dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Adapun menurut Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendaflaran Tanah itu disertai
dengan mengadakan :
I. pengukuran, pemetakan dan pembukuan tanah:
2. pendafiaran hak—hak atas tanah dan peralihannya:
3. pemberian surat—surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat (Effendi, 1993 : 14).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tabun 1997 mengatakan bahwa

| | -I
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“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambiungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemecliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang—
bidang tanah dan satuan—satuan rumah susun, termasuk pemberian surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-—hak tertentu yang
membebaninya®™.

Pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pemegang hak yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus menerus setiap
ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventarisasikan data—
data berkenaan dengan peralihan hak-hak atas tanah tersebut. Hak ini
dimaksudkan untuk mempermudah siapa saja yang ingin memperoleh informasi
mengenai keberadaan tanah tersebut (Harsono, 1999 : 7).

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak—hak atas tanah, pemegang
hak-hak atas tanah wajib mendafiarkan hak tersebut berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Didaftarkannya hak atas tanah akan memberi
kepastian hukum, hal ini karena dengan adanya pendaftaran tanah/ pendaftaran
hak-hak atas tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti
hak sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya.

Sedangkan yang dimaksud memberikan kepastian hukum atas tanah disini
adalah meliputi :

1. Kepastian mengenai subyeknya

Kepastian mengenai subyeknya adalah kepastian mengenai siapa yang
mempunyai. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus
berhubungan agar dapat melakukan perbuatan—perbuatan hukum secara sah,
mengenai ada atau tidaknya hak—hak dan kepentingan pihak lain yang diperiukan
untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu
untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara
efektif dan aman.
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2. Kepastian mengenai obyeknya

Kepastian obyeknya disini adalah kepastian mengenai bidang teknis yaitu
kepastian mengenai letak, luas dan batas—batas tanah yang bersangkutan. Hal imi
diperlukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari.
3. Kepastian Hak Atas Tanahnya

Kepastian hak atas tanahnya adalah kepastian mengenai jenis hak yang
melekal pada tanah tersebut, apakah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
Hak Guna Usaha atau hak—hak atas tanah lainnya.

Secara lengkap tujuan pendafiaran tanah telah dirumuskan dalam Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah sebagai berikut :

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang, satuan rumah susun dan hak-hak
lainnya yang terdaftar apar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
scbagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. untuk menyedikan informasi kepada pihak—pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang—
bidang tanah dan satuan—satuan rumah susun yang sudah terdafiar.

3. untuk terselengaranya tertib hukum administrasi pertanahan.

2.3.5 DPengertian Sertipikat llak Atas Tanah

Pasal 19 ayat (1) Undang—undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa
untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendafiaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan peraturan pemerintah.

Pendaflaran tanah tersebut dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :

a) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;

b) pendafiaran hak—hak atas tanah dan peralihan hak—hak tersebut;

c) pemberian surat bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat.

Kegiatan yang berupa pengukuran , pemetaan dan pembukuan tanah akan
menghasilkan pula peta—peta pendaftaran tanah dan suvrat ukur. Di dalam peta
pendaflaran tanah dan surat ukur akan diperoleh keterangan tentang letak, luas
dan batas-batas tanah yang bersangkutan, sedangkan kegiatan yang berupa
pendafiaran hak atas tanah dan peraliban hak akan diperoleh keterangan—
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keterangan tentang status tanahnya, beban apa yang ada diatasnya dan subjek dari
haknya. Kegiatan terakhir adalah pemberian tanda bukti hak atas tanah yang lazim
disebut sertipikat.

Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

menyebutkan bahwa :

* Sertipikat adalah surat tanda bukti hak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,
tanah wakaf, Hak Milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan .

Menurut Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
menyatakan bahwa sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau
kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan
bahwa :

1) Sertipikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atan badan hukum yang memperolch tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kantor Pertanahan yang
bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama
tidak dibuktikan sebaliknya mengenai data-data fisik dan data—data yuridis yang
lercantum didalamnya maka harus diterima sebagai data yang benar.
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SR RIS Fancronan Sertipikal
Proses Penerbitan - Sertipikatomenurut: Pératuran Pemerintah Nomor 24 _
Tahun 1997 dapat digambarkan dengan skema sebagai benikut -

Pemasangan dan pengukuran

Penetapan tanda-tanda
titik kerangka dasar teknik

batas bidang-bidang tanah

Pembuatan Peta Dasar . ;
Pendaftaran Tanah Pengukuran bidang-bidang

Pembuatan PETA PENDAFTARAN TANAH

Pembuatan PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA
DAFTAR TANAH YURIDIS (30 HARI / 60 HARI)
Dran
SURAT UKUR

Pengesahan data fisik dan
data yuridis

Pembukuan Hak Atas Tanah
dalam BUKL TANAH

Pembuatan
DAFTAR NAMA

SERTIPIKAT
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Penjelasan Skema

1) Diawali dengan pengumpulan dan pengolahan ‘data fisik berupa kegiatan —
untuk memperoleh data mengenai letak, letak batas-batas bidang tanah, luas
bidang tanah, ada tidaknya bangunan di atasnya dan satuan ramah susun yang
didaflar, Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan
pengukuran dan pemetaan yang meliputi kegiatan ;
(a) pemasangan dan pengukuran titik kerangka dasar tekak;
(b) pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;
(¢) penetapan batas bidang—bidang tanah;
(d) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah;
(e¢) pembuatan Peta Pendafiaran;
(f) pembuatan Daftar Tanah dan Surat Ukur.

Pengukuran bidang tanah dalam pendaftaran tanah secama sistematik
dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan Peta Dasar Pendafiaran
Pengukuran bidang tanah secam sporadik di daerah yang tidak tersedia Peta
Dasar Pendaftaran namun terdapat tittk dasar tekmik nasional dengan jarak
kurang dan 2 (dua) kilometer dani bidang tanah tersebut, lokal di sekitar
bidang tanah yang akan diukur sebanyak 2 (dua) titik atau lebih yang
berfungsi scbagai titik 1kat pengukuran bidang tanah dalam sistem koordinat
lokal dukatkan ke titik dasar teknik nasional tersebut, bila tidak tersedia atau
Jauh darn titik dasar teknik nasional harus dibuat titik dasar teknik orde 4.

Penctapan batas bidangbidang tanah diusahakan berdasarkan
kesepakatan antara para pthak yang berkepentingan dan penempatan tanda—
tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan Persetujuan penetapan ditandatangani oleh
yang memberikan persetujuan. Jika dalam penetapan batas tidak diperoleh
kata sepakat antara pihak-—pihak yang berbatasan, maka pengukuran terschut
untuk sementara dilakukan berdasarkan batas yang menurut kenyataannya
merupakan batas—batas bidang tanah yang bersangkutan. Dalam gambar ukur
hasil pengukuran sementara tersebut diberi catatan atau tanda bahwa batas
bidang tanah tersebut baru merupakan batas sementara dan dibuat Berita
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2)

Acara. Bidang bidang hasilnya dipetakan pada Peta Dasar Pendafiaran
Dengan dipetakannya’ bidang bidang tanali pada Pefa ' Disar Pendaftaran ini
maka sclanjutnya Peta Dasar Pendafiaran ini menjadi Peta Pendaftaran Dari
peta Pendaflaran berdasarkan data dari masing-masing bidang tanah
selajutnya dibuat Daftar Tanah dan Surat Ukur.
Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang- bidang tanah dikumpulkan
alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukt
tertulis mavpun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau
keterangan yang bersangkutan yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas
tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan. Pengumpulan data
yuridis ini diperlukan datam rangka pembuktian hak yang meliputi kegiatan :

(a) pembuktian hak baru:

(b) pembuktian hak lama.

Data yuridis berupa alat bukti fertulis untuk pembuktian hak baru adalah

berupa :

() penctapan pemberian hak dan pejabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku, apabila hak tersebut
berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan dan asli dari akia
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak tersebut olch
pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersanpgkutan apabila
mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas tanah Hak Milik:

(b) penetapan pemberian Hak Pengelotaan untuk Hak Pengelolaan;

(¢) akta ikrar wakaf untuk tanah wakaf:

(d) akta pemisahan untuk Hak Milik atas satuan rumah susun;

(¢) akta pemberian Hak Tanggungan untuk pembenan Hak Tanggungan

Data yuridis untuk pembuktian hak lama yang berasal dan konversi,
dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti
tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang oleh

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah sistematik atau oleh Kepala Kantor

Pertanahan dalam pendaflaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk

mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak—hak lain.
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3)

4)

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap pembuktian
kepemilikan, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan
pengusaan fisik bidang tanah yvang bersangkutan sclama 20 tahun atau lebih
secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu—pendahulunya
dengan syarat :

(a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh
kesaksian orang yang dapat dipercaya;

(b) pengusaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman, tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan
atanpun pihak lainnya.

Kebenaran alat-alat bukti di atas baik pendaftaran secara sistematik maupun
secara sporadik ditulis dalam suatu Daftar Isian.
Daflar Isian tersebut bersama-sama dengan peta bidang tanah yang
bersangkutan diumumkan selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secam
sistematik di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan dan Kantor Panitia Ajudikasi
dan 60 hari untuk pendafiaran tanah secara sporadik di Kantor Kepala Desa/
Kelurahan dan Kantor Pertanahan. Data fisik dan data yuridis tersebut
disahkan dengan Berita Acara Pengesahan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk
pendafiaran tanah sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk
pendafiaran tanah sporadik. Bagi data fisik atau data yuridis yang kurang
lengkap atau apabila masih ada pihak yang keberatan, pengesahan dilakukan
dengan catatancatatan mengenai hal hal tersebut. Berita Acara Penpesahan
tersebut di atas selanjutnya dijadikan dasar untuk pembukuan hak atas tanah
dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah atau pemberian hak atas tanah,

Pembukuan hak di atas dilakukan berdasarkan alat bukti dan Berita Acara

Pengesahan dengan ketentuan schagai berkut -

(a) apabila data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku tanah.

(b) apabila data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang
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3)

belum lengkap. Catatan ini hapus apabila tclah diserahkan tambahan alat
pembuktian yang diperlukan atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa
ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang
dibukukan (rechts verwerking).

(c) Apabila data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak
diajukan ke Pengadilan, pembukuannya dilakukan dalam buku tanah
dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang
berkeberatan  diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk
pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk
pendafiaran tanah secara sporadik, untuk menpajukan gugatan ke
ngadiianmengamiﬂyangdismgketakﬂnth!mmkmﬁﬂ{tmm
puluh) hari dalam pendafiaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan
puluh) hari dalam pendaflaran tanah secara sporadik dihitung sejak
disampaikannya pemberitahuan tersebut.

(d) Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan
gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk
status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai  adanya
sengketa terschut dan hal -hal yang disengketakan,

(¢) Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke
Pengadilan serta ada perintah dari Pengadilan untuk status qito atau
putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan
mngnmﬁannamapeweganghaknyadmhﬂ—lmlhinmg
disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atay perintah status
quo tersebut.

Setelah pembukuan hak dalam buku tanah selesai, dilakukan pembuatan

daftara nama dan pembuatan sertipikat (Arianto_ 2002 - 30-37).

Sertipikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat dalam surat ukur dan buku tanah yang berangkutan Dengan adanya
Sertipikat Hak Milik maka pemegang Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut
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dapat mempertahankan apabila ada pihak lain yang menggueat hak atas tanah
tersebut.

23.7 Landreform di Indonesia
a. Pengertian Landreform

Pada hakekatnya istilah landreform di Indonesia diartikan dalam
pengertian yang berbeda yaitu :

1) pengertian sempit

Dalam pengertian ini landreform adalah melipsti perombakan

mengenai pemilikan dan penguasaan serta hubungan-hubungan

hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah;
2) pengertian luas

Landreform dalam arti luas sering disebut juga Agrarian Reform yang

meliputi 5 program, yaitu :

a) pembaharuan Hukum Agraria;

b) penghapusan hak-hak asing dan konsensi—konsensi atas tanah;

c) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;

d) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta
hubungan-hubungan  hukum yang bersangkutan  dengan
penguasaan tanah;

€) perencanazan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu secara berencana
sesuai dengan daya kesangpupan dan kemampuannya (Perangin,
1991 :121).

b. Tujuan Landreform

Adapun tujuan landreform di Indonesia, jika ditinjau dari tujuan sosial
ckonomis, sosial politis dan mental psikologis adalah sebagai berikut :

1) tujuan sosial ekonomis

a) memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat
Hak Milik serta memberi isi fungsi sosial hak milik:
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b) memperbaiki poduksi nasional khususnya sektor pertanian guna
mempertinggl penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2) tujuan sosial politis
a) mengakhini  sistem-sistem tuan tanah dan menghapuskan

pemilikan tanah yang luas;

b) mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat
tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang
adil pula.

3) tujuan mental psikologis
a) meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan

jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah:

b) memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan
penggarap (Jaya, 1988 : 11).

c. Program Landreform

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas dan mengingat situasi dan kondisi

agraria di Indonesia maka program landreform meliputi -

1) pembatasan luas maksimum penguasaan tanah:

2) larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai:

3) redistibusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah—
tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swapraja dan
tanah—tanah Negara;

4) pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanahtanah perfanian
yang digadaikan;

5) pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian:

6) penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, dan larangan
untuk  melakukan  perbuatan—perbuatan yang mengakibatkan
pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian—bagian
yang terlampau kecil (Harsono, 1999 : 353).

d. Objek Landreform

Objek landreform adalah tanah-tanah yang dalam rangka landreform

diambil oleh Pemerintah dan untuk selanjutnya diredistribusikan kepada pama
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petani yang berhak menerimanya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224
Tahun 1961 tentang Pélaksanaat’ Pembagian Tanah “dan Pemberian Ganti
Kerugian.

Adapun tanah—tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Kerugian adalah sebagai berikut -

1) tanah yang merupakan tanah kelebihan dari batas maksimum:

2) tanah yang dikuasai secara absente;

3) tanah swapraja dan tanah Negara bekas swapraja;

4) tanah-tanah Negara lainnya (Hutagalung, 1985 : 39).

2.3.8 Redistribusi Tanah Indonesia

Redistribusi tansh adalah pembagian kembali tanah-tansh pertanian
kepada pam petani. Tanah-tanah yang dibagikan tersebut adalah tanah-tanah
yang diambil Pemerintah karena kelebihan batas maksimum, atau tanah absente
dan juga tanah yang dikuasai Negara. Redistribusi tanah juga dapat diartikan
pengambil-alihan sebagian atau keseluruhan tanah-tanah milik tuan tanah untuk
dibagikan kembali kepada para petani yang tidak memiliki tanah atan memiliki
namun sangat sempit, agar tercapai pemerataan dibidang pertanahan (Hutagalung,
1985 - 4).

Redistribusi tanah kepada para para petani ini diberikan kepada para
petani yang berdomisili di kecamatan tempat tanah yang akan diredistribusikan,
redistribusi tanah tersebut didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan Pasal 8
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pembenan Ganti Kerugian, yaitu penggarap yang
mengerjakan tamah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang
mengerjakan tanah yang bersangkutan, pekerja tetap pada bekas pemilik tanah
yang bersangkutan, penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah
yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap
tanah—tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2 dan 3, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar, pemilik yang
luas tanahnya kurang dari 0,5 hekiar dan petani atau buruh tani lainnya.

Redistribusi merupakan salah satu program landreform. Program tersebut
dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat
dengan golongan ckonomi lemah, dimana scbagian besar dari mercka adatah
buruh tani dan petani kecil tak bertanah yang bekerja sebagai buruh tani maupun
sebagai pengarap tanah milik orang lain. Dengan program ini taraf hidup mereka
dapat diperbaiki sebagai akibat dari adanya peningkatan semangat kerja di dalam
menggarap tanah milik mereka sendiri.
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BAB 111
PEMBAHASAN

gz} l:wux UPTPERPUSTAGAAY

3.1 Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Menurut  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa
masalah agraria/ pertanahan menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan
wewenang Pemerintah Pusat (unifikasi hukum bidang agraria). Pelimpahan
wewenang pemberian dan pembatalan pemberian Hak Atas Tanah dari Badan
Pertanahan Nasional ke Pejabatnya didaerah dilaksanakan dalam rangkaian
kebijaksanaan Dekonsentrasi, untuk itu dalam pelaksanaannya Pejabat Daerah
mengikuti garis-garis kebijaksanaan pusat yang dituangkan dalam peraturan atau
ketentuan yakni dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pembenian Hak Atas Tanah Negara vang
berisikan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas
tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan Kepala Kantor
Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal
3 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara mengenai pemberian Hak Milik atas tanah
pertanian yang luasnya tidak lebih dani 2 Ha, pemberian Hak Milik atas tanah non
pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M? dan pemberian Hak Milik atas
tanah dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi, redistribusi tanah.
konsolidasi tanah dan pendaftaran tanah secara massal dalam rangka pelaksanaan
pendafiaran tanah secara sistematik atau sporadik. Pelimpahan kewenangan
pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk
menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan suatu hak atas tanah adalah
tanah Negara. Pelimpahan kewenangan ini merupakan kewenangan yang bersifal
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atributif yang diberikan oleh negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota.

Menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Nomor: 51.420.33534-2005 tertanggal 22 Seplember 2005 yang berisikan
Pemberian Hak Milik kepada Suratman, dkk berjumlah 15 orang (15 bidang)
tanah tersebut berasal dan tanah-tanah Negara yang merupakan tanah Negara
Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform. Pemberian Hak Milik tersebut
adalah secara kolektif yang artinya pemberian hak atas beberapa bidang tanah
masing—masing kepada scorang atau sebuah Badan Hukum atau kepada beberapa
orang atau badan hukum sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan
satu penetapan pemberian hak.

Pemberian Hak Milik kepada Suratman, dkk berjumlah 15 orang (15
bidang) tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional tanggal 11 Maret 2004 Nomor : 1-XI.A-2004. Pemberian Hak Milik
kepada Suratman, dkk berjumlah 15 orang (15 bidang) tersebut, kepada para
pemohon Hak Milik harus memenuhi syarat—syaral sesum dengan Pasal 8 dan
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Menurut Pasal 8 ayat (1)
pemberian Hak Milik kepada Suratman, dkk berjumlah 15 orang (15 bidang)
tanah tersebut didasarkan atas skala prioritas sebagai berikut :

a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang
bersangkutan;

c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan:

d. penggarap vang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan;

¢. penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

f. penggarap tanah—tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain
berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3;

g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;

h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0.5 hektar;

i. petani atau buruh tani lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 9 persyaratan formal pemberian Hak Milik tersebut

adalah sebagai berikut :
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a. syaral-syaral umum -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak
tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian;

b. syarat-syarat khusus
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g, telah
mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang—kurangnya 3 tahun
berturut—turut, bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah
mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut, bagi petani yang
tergolong dalam prioritas c, telah bekerja pada bekas pemiliknya
selama 3 tahun berturut—turut.

Menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor SK.
108.35/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Standart Prosedur Operasional
Pelayanan Pertanahan (SPOPP) dengan berdasarkan, Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
vang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria Nomor
3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian ak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka prosedur
pemberian Hak Milik adalah sebagai berikut:
|. Para pemohon Hak Milik mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak

Milik kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan Keputusan
Pemberian Hak Milik (Kepala Badan Pertanahan Nasional) melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota letak tanah, dengan melampirkan :

1) Keterangan mengenai pemohon :

a) apabila Perorangan : nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal serta
keterangan mengenai istri/ suami dan anak yang menjadi tanggungan,
kewarganegaraan pemohon;

b) apabila Badan Hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya, tanggal dan nomor keputusan pengesahannya oleh
Pejabat yang berwenang tentang penunjukan scbagai badan hukum
yang dapal mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang—undangan yang berlaku.
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2) Keterangan mengenai tanah yang dimohon meliputi data yuridis dan data
fisik :

a) dasar penguasaan atan dasar haknya berupa girik, surat kapling, surat—
surat bukti pelepasan tanah dan rumah atau tanah yang dibeli dari
pemerintah, putusan pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), akia pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan
tanah lainya;

b) letak, batas—batas tanah dan luas tanahnya (jika ada Surat Ukur Atau
Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);

¢) jenis tanah (pertanian/ non pertanian);

d) rencana penggunaan tanah:

€) status tanahnya (tanah hak/ tanah Negara).

3) Lain-lain ;

a) Keterangan mengenai jumlah bidang, luas tanah dan status tanah—tanah
yang dimiliki pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon:

b) Keterangan lain yang dianggap perlu misalnya :

1) Suorat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah sctempat yang isinya
bukan tanah adat (yasan), tidak masuk buku ¢ desa atau dalam peta
rincian desa;

2) Bukti perolehan (hubungan hukum scbagai dasar hak) dari tempat
tinggal atau garapan tertentu berupa surat pemyataan penguasaan
fisik oleh pemohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan
dikuatkan oleh Kepala Desa/ Lurah denpan dibubuhi materai
secukupnya (pemberian Hak Milik dari tanah Negara yang belum
pernah dibebani suatu hak).

Kantor Pertanahan setelah menerima permohonan Hak Milik yang
dimaksud selanjuinya petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon, apabila
berkas permohonan sudah dianggap lengkap, maka selanjutnya petugas loket
mencatat dalam formulir isian dan memberitahukan kepada pemohon untuk biaya



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut, rincian biaya tersebut
adalah sebagai berikut -

1.

Besar biaya/ tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A dihitung
dengan rumus :
Pedesaan

T=50%x(nxax2l)
(Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional)
Besar biaya/ tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti tanah
dihitung dengan rumus :
Pedesaan

T=50%x(nxax2U)
(Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang
Tarf Atas Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pertanaban Nasional)
Besar biaya/ tarif pelayanan pemeriksaan tanah dalam bentuk laporan
Konstantasi dihitung dengan rumus
T=50%xmnxax2U)
(Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20072 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional)

. Uang pemasukan pemberian hak milik yang berasal dari tanah Negara

dihitung dengan rumus -
a) Tanah pertanian
2% x (NPT — NPTTKUP)
b) Tanah non pertanian
2% x (NPT - NPTTKUP)
Standart Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP).
Biaya tranportasi dibebankan kepada pemohon yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

. =S
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(Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang
Tarif Alas Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional)

Keterangan :

T = Tarif Pecmeriksaan Tanah

:I‘I:

:_1=

Klasifikasi Luas Tanah
Jumlah Anggota Panitia

U = Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota
2 = Nilai konstan yang merupakan perbandingan antara pendapatan trampil

suatu perusahaan dan atau perbandingan antara pendapatan pegawai negeri
sipil gologan I masa kerja 0 (nol) tahun dengan pegawai negeri sipil
golongan I Senior atau golongan I dengan masa kerja 4 (empat) tahun.

NPT = Nilai Perolehan Tanah
NPTTKUP = nilai perolechan tanah tidak kena uang pemasukan ( Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor SK. 108.35/2004

tangal 24 September 2004 tentang Standart Prosedur Operasional
Pelayanan Pertanahan (SPOPP)).

Apabila ternyata berkas permohonan belum lengkap, akan dikembalikan

kepada pemohon untuk dilengkapi, selanjutnya berkas permohonan hak dimaksud
diserahkan kepada Seksi Hak Atas Tanah untuk dilaksanakan pemeriksaan data
fisik dan data yuridis dengan melakukan penelitian lapangan oleh :

1) Pamtia Pemeriksaan Tanah A : untuk memeriksa permohonan hak yang

2)

diajukan oleh perorangan dan, badan hukum swasta yang hasil
penelitiannya dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A;

Petugas yang Konstatering Rapport : untuk memeriksa permohonan hak
yang diajukan baik oleh perorangan, badan hukum swasta maupun badan
hukum publik yang bukti perolchan tanahnya jelas, dan hasil penelitiannya
dituangkan dalam bentuk Risalah Pemeriksaan Tanah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Apabila Hasil Penelitian lapangan dimaksud telah memenuhi syarat untuk
diberikan sesuatu hak, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
akan:

1) Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas tanah yang
dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan
penolakannya, apabila kewenangan pemberian hak telah dilimpahkan
kepadanya;

2) Menyampaikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang disertai pendapat dan
pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, apabila
kewenangan pemberian hak dimaksud tidak dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

3. Surat Keputusan Pemberian Hak diberikan kepada pemohon/ penerima hak
untuk diketahui dan dilaksanakan kewajiban—kewajiban yang disyaratkan
dalam Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut, misalnya :

1) uang pemasukan kepada Negara, yang besarnya ditetapkan dalam Surat
Keputusan;

Z2) bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang besarnya
ditetapkan berdasarkan Nilai Tansaksi;

3) mendaftarkan hak tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
setempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember Nomor SK 51.420.335.34.2005 bahwa Pemberian Hak Milik kepada
Suratman, dkk berjumiah 15 orang (15 bidang) dari tanah Negara obyek
pengaturan penguasaan tanah/ landreform tersebut disertai dengan kewajiban atau
syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan yaitu -

a. Untuk memperoleh tanda bukti atau sertipikat, Hak Milik yang diberikan
tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SK diputuskan;

b. Wajib memelihara tanda—tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
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c. Yang bersangkutan wajib mengusahakan/ mengerjakan tanahnya sendiri secara
aktif;

d. Setelah Pemberian Hak Milik ini, yang bersangkutan diwajibkan menjadi
anggota Koperasi Unit Desa di dacrah letak tanahnya dan diwajibkan
meningkatkan hasil produksi tanahnya:

¢. Tanah yang diberikan terscbut hanya boleh dipindah-tangankan kepada pihak
lain, baik sebagian atau seluruhnya setelah memperoleh izin dari Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember:

{. Kelalaian atan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban di atas dapat
dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang bersangkutan.

Setelah pemohon pemberian Hak Milik atas tanah (Suratman, dkk
berjumlah 15 orang (15 bidang)) menerima Surat Keputusan tentang pemberian
hak tersebut, maka pemohon atau pemegang hak harus memenuhi kewajiban yang
ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut. Untuk memperolch Sertipikat Hak
Milik atas tanah yang diredistribusikan maka perlu didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun syarat-syarat untuk memperoleh
sertipikat tersebut adalah sebagai berikut
a. formulir permohonan atau dafiar isian;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk:

c. foto copy SPPT dan tanda bukii pelunasannya:

d. surat keputusan pemberian hak atas tanah.

Kemudian Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Scksi
Pengurusan hak—hak atas tanah untuk mengadakan :

a. Pencatatan buku khusus untuk pemberian hak tersebut:

b. Penelitian apakah keterangan—keterangan yang diperlukan telah lengkap, jika
belum pemohon diwajibkan untuk melengkapi.

Jika proses pembukuan telah selesai dilaksanakan, maka diterbitkan atan
dikeluarkan Sertipikat Hak Milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan Jember dan
sertipikat tersebut diserahkan kepada pemohon atau pemegang hak.
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3.2 Faktor—Faktor Penghambat Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas
Tanah Yang Berasal Dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tugasnya adalah dalam bidang
pertanahan yang meliputi dacrah Kabupaten Jember. Dalam pelayanan di bidang
pertanahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengalami hambatan
khususnya masalah pensertipikatan.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang
Badan Pertanahan Nasional adalah disebabkan adanya kebutuhan, penguasaan,
dan penggunaan tanah pada umumnya termasuk kepentingan pembangunan yang
dirasakan semakin meningkat, maka meningkat pula segala permasalahan yang
timbul di bidang pertanahan. Bahwa sehubungan dengan hal inilah serta untuk
dapat menyelesaikan permasalaban di bidang pertanahan sccara tuntas, maka
dipandang perlu meninjau kembali kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Agraria, yakni dengan meningkatkan menjadi svatu lembaga yang
menangani bidang pertanahan secara Nasional. Kehadiran Badan Pertanahan
Nasional ini tentunya merupakan upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan
sckaligus perbaikan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dircktorat Jenderal
Agraria.

Sebelum membicarakan faktor-faktor penghambat dalam penerbitan
Sertipikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember, maka sebaiknya mengetahui dahulu hambatan dari
penerbitan sertipikat pada umumnya. Menurut Bapak Agus Sri Budianto, S.1.,
Kepala Sub Seksi Pendafiaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember (berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari
2006), faktor faktor yang menjadi penghambat penerbitan sertipikat secara umum
adalah sebagai berikut :

|. adanya suatu anggapan masyarakal bahwa pendaftaran tanah atau
pendaftaran hak atas tanah adalah mempersulit mercka saja. biavanya
mahal, prosedurnya berbelit-berbelit dan mereka takut jika tanahnya
diukur atau dipetakan olech petugas Kantor Pertanahan nantinya tanah
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tersebut akan diambil oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.
Anggapan demikian harus'dihilangkan karena merupakan salah satu faktor
penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah atau pendafiaran hak
atas tanah, dengan cara memberikan suvatu penyuluban hukum kepada
masyarakat berkenaan dengan pentingnya pelaksanaan pendaftaran tanah
atas pendafiaran hak atas tanah tersebut yang dilakukam baik melalui surat
kabar, brosur-brosur, mass media, ceramah-cecramah dan cara lain,
sehingga masyarakat akhimya benar-benar mengerti dan sadar betapa
pentingnya pendafiaran tanah atan pendaftaran hak atas tanah tersebut
dalam lalu lintas hukum dewasa ini;

- kurangnya tenaga teknis merupakan salah satn penyebab hambatan
pelaksanaan pendafiaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah, schingga
membawa akibat menghambat dalam proses pendaftaran tanah atau
pendafiaran hak atas tanah. Karena itu sebaiknya perlu diadakan
penambahan jumlah tenaga teknis khususnya untuk tingkat Kabupaten/
Kota dalam rangka menambah kapasitas pemberian sertipikat tanah serta
meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat:

- kurangnya peralatan teknis juga salah satu faktor penghambat dalam
pelaksanaan kegiatan operasional pendaftaran tanah atau pendaftaran hak
atas tanah antara lain theodolit, planimeter, alat pengukur elektronis,
fotogrametri, raktifier, laboratorium fotogrametri. Peralatan—peralatan
teknis operasional ini perlu dilengkapi dan ditambah jumlahnya agar
penyclenggaraan pendaflaran tanah atau pendafiaran hak atas tanah dapat
berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan;

- mekanisme kerja aparat pendafiaran tanah yang sukar dimengerti orang
awam akan membawa akibat kurangnya animo masyarakat untuk
mendaftarkan haknya. Prosedur yang diatur sedemikian rupa dalam rangka
memberikan kemudahan dalam tata cara memperoleh sertipikat tanah akan
memberikan efek positif pada masyarakat dan Pemerintah sehingga animo
masyarakal untuk mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi meningkat
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pula dan sckaligus kapasitas pemberian sertipikat tanah akan meningkat
pula;

. faktorfaktor lainnya dalam pendaftaran tanah atan pendaftaran hak atas
tanah adalah biaya pendafiaran tanah. Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1978 yang mengatur tentang Biaya Pendaftaran
Tanah telah ditentukan bahwa biaya pendaftaran tanah tersebut didasarkan
kepada lokasi tanah, yang terbagi dua yaitu lokasi dalam kota dan lokasi
Iuar kota. Besarnya biaya pendafiaran tanah yang didasarkan pada lokasi
tanah itu telah menimbulkan persoalan yakni tentang ukuran
bagaimanakah suatu tanah termasuk wilayah dalam kota atau termasuk
wilayah huar kota sedangkan selisih jumlah besarnya biaya pendaftaran
tanah yang terletak di dalam kota dan di luar kota adalah cukup besar.
Biaya yang cukup mahal ini menjadikan orang enggan untuk mendaftarkan
haknya dan mereka merasa telah cukup aman dengan hanya pemegang
petok D tanpa berminat untuk meningkatkannya menjadi sertipikat.

. faktor penghambat terakhir dalam pendaflaran tanah adalah mengenai
ketentuan waktu penerbitan sertipikat, di mana ketentuan waktu penerbitan
sertipikat yang semestinya hanya 3 (tiga) bulan tetapi dalam
pelaksanaannya memakan waktu lebih dari yang ditentukan atau
direncanakan, sehingga hal ini membuat masyarakat merasa kesal dan
menimbulkan keengganan untuk mendafiarkan tanahnya.

Sedangkan faktor—faktor yang menjadi penghambat penerbitan Sertipikat

Hak Milik atas tanah yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Jember menurut Bapak Agus Sri Budianto, S.H., Kepala Sub Seksi
Pendaflaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
(berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2006)
adalah sebagai berikut :

- terlalu banyak prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon Hak Milik
Para pemohon Hak Milik dari tanah-tanah Negara harus melalui beberapa
prosedur untuk mengajukan permohonan pemberian hak milik.
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Berdasarkan ketentuan yang berlakn, ada 4 (empat) tahap dalam

pengurusan proses permohonan Hak Milik, yaitu :

a. mengisi formulir permohonan Hak Milik;

b. menyerahkan formulir dan semua persyaratan yang diperlukan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

¢. membayar biaya permohonan pemberian Hak Milik sebesar Rp.
25.000,~;

d. menunggu paling lama 30 (tiga puluh) han hingga diterbitkan Surat
Keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.

. letak Kantor Pertanahan yang terlalu jauh dari lokasi tanah yang dimohon.
Faktor ini memang menjadi kendala bagi yang ingin mengajukan
permohonan pemberian Hak Milik atas tanah yang dikuasainya. Faktor ini
membuat masyarakal enggan atau malas untuk mengajukan permohonan
Hak Milik atas tanah yang dikuoasai karena akan menyita waktu mereka.
Sehingga banyak diantara mereka yang mewakilkan pengurusan melalui
perantara schingga memerlukan biaya yang banyak.
. waktu yang terbatas/ sibuk
Terbatasnya waktu yang dirmiliki oleh para pemilik tanah merupakan salah
satu alasan tersendiri, pemilik tanah sibuk mengurus tanahnya sehingga
tidak ada waktu untuk mengajukan permohonan pemberian Hak Milik atas
tanah yang dikuasainya. Di samping karena sibuk, pemilik tanah juga
enggan untuk mengurus scrtipikat tanahnya karena mereka belum terlalu
memerlukan sertipikat tersebut. Biasanya mereka baru menyertipikatkan
tanah yang dikuvasainya karena terhimpit masalah ekonomi, sechingga
mereka harus mensertipikatkan tanah yang dikuasainya agar dapat
digunakan sebagai jaminan di bank untuk mendapatkan pinjaman dan
bank.

. biaya

Karena ketidaktahuan dari pemilik tanah tentang besarkecilnya biaya

yang diperlukan untuk mengurus pensertipikatan tanah Negara yang
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dikuasainya, dan mereka beranggapan bahwa biaya yang diperlukan untuk
mengurus pensertipikatan tanah Negara yang dikuasainya tersebut
memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga mereka enggan untuk
mengurus sertipikat atas tanah Negara yang dikuasainya.

5. Pemerintah desa/ perangkat desa kurang memberikan perhatian terhadap
masyarakal yang menguasai tanah Negara. Di samping itu jika masyarakat
yang ingin mengurus sertipikat atas tanah Negara yang dikuasainya, maka
aparat desa menarik retribusi atau biaya liar (tidak sesuai dengan aturan
yang ada) kepada masyarakat yang menguasai tanah-tanah Negara
tersebut.

6. tidak tahu bahwa penguasaan atas tanah—tanah Negara harus mempunyai
sertipikat/ bukti hak selalu menjadi alasan klasik yang masih saja terjadi
pada masyarakat Indonesia. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui
bahwa tanah Negara yang dikuasainya harus disertipikatkan dan mereka
beranggapan bahwa tanah terscbut sudah menjadi miliknya karena sudah
dikuasainya/ dimilikinya dan tidak akan diambil kembali oleh Negara
walaupun mereka tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah.
Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada Suratman, dkk pada mulanya

mereka enggan untuk mengajukan permohonan pemberian Hak Milik atas tanah-
tanah Negara yang dikuasainya karena beberapa sebab diantaranya adalah tidak
tahu, letak Kantor Pertanahan yang terlalu jauh, terlalu sibuk, mendapat informasi
yang tidak jelas seperti persyaratan yang terlalu banyak, prosesnya berbelit—belit,
biayanya mahal dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat
sendiri, karena tanah yang dikuasainya terscbut dapat dicabut sewaktu—waktu
pengusaan fanahnya oleh Negara jika memerlukan tanah tersebut tanpa
mendapatkan ganti rugi. Dan jika tanah tersebut dialihkan pada orang lain
tentunya harga tanah tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan jika tanah
tersebut telah mempunyai sertipikat. Setelah mengetahui hal tersebut Suratman,
dkk mengajukan permohonan pemberian Hak Milik atas tanah Negara yang
mercka kuasai kepada Kepala Kantor Pertanahan Jember Ir. Tjahjo Arianto, S.H.,
M.Hum, untuk menerbitkan sertipikat atas tanah yang dikuasainya.
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3.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Dalam Mengatasi Hambatan—Hambatan Dari Penerbitan Sertipikat Hak
Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan

Dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik yang berasal dari Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jember Nomor 51.420.335.34.2005 yang
berisi tentang pemberian Hak Milik kepada Suratman, dkk berjumlah 15 orang
(15 bidang) terhadap tanah Negara, obyek pengaturan tanah/ landreform tersebut
mempunyai hambatan-hambatan antara lain ada anggapan di masyarakat bahwa
prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik dari tanah Negara persyaratannya terlalu
banyak dan prosesnya berbelit-belit, faktor biava, faktor aparatur desa, faktor
ketidaktahuan masyarakat yang menguasai tanah Negara menyebabkan mereka
tidak mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah Negara yang digarapnya.

Untuk mengatasi hambatan—hambatan tersebut di atas berdasarkan hasil
wawancara secara langsung dengan Bapak Apus Sri Budianto, S.1. Kepala Sub
Seksi Pendaftaran Ilak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
(berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2006),
di dalam mengatasi hambatan—hambatan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang
berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Jember, adalah sebagai
berikut :

I. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengadakan penyuluhan
(penerangan-penerangan) melalui Siaran Radio seperti Prosalina, Kiss FM
dan RRI berupa dialog interaktif yang bertujuan agar masyarakat
Kabupaten Jember dapat mendengarkan dan dapat berpartisipasi aktif di
dalam acara tersebut sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami
tentang prosedur peningkatan Sertipikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak
Milik:

2. Penyuluhan langsung terhadap masyarakat dengan mendatangi seluruh
desa’kelurahan di Kabupaten Jember dengan sumber dana dari APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah) dalam program Dar Kum
(sadar hukum) terpadu yang pada pelaksanaannya bersama-sama dengan
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instansi  terkait misalnya Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Departemen
Agama Pemerintahan Daerah yang dibidangi oleh bidang Pemerintah
Desa, Biro Hukum Pemerintah Daerah dan dari Departemen Kesehatan,
Penyuluhan tersebut berisikan tentang bagaimana prosedur/tata cara
permohonan pemberian Hak Milik alas tanah—tanah Negara yang dikuasai
masyarakat sehingga dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah
tersebut dan tentang besar kecilnya biaya permohonan terschut.

3. Penyebaran informasi fentang pentingnya pensertipikatan tanah Hak Milik
atas tanah yang berasal dar tanah—tanah Negara kepada Kepala Desa/
Aparatur Desa dan Camat seluruh Kabupaten Jember pada saat rapat
koordinasi di Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) yang dilaksanakan
sebulan sekalj di Pendopo Kabupaten Jember, Dalam pelaksanaannya diisi
oleh instansi-instans; yang terkait yang dipimpin oleh Bupati Jember.
Dalam periemuan—pertemuan seperti ini, Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember menghimbay para Kepala Desa/ Aparatur Desa dan Camat untuk
pro aktif memberikan pengertian atau pengetahuan terhadap pemilik tangh
Negara tentang pentingnya pensertipikatan Hak Milik dari tanah Negara
yang mereka kuasaj sehingga masyarakat yang menguasai tanah Negara
mempunyai semangat untuk mensertipikatkan  tanah Negara yang
digarapnya.

Berdasarkan pada surat permohonan Suratman, dkk tersebut maka tanggal
22 September 2005 Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jember 1r Tjahjo
Arianto, S.H., M.Hum, mengeluarkan  Sypat Keputusan Nomor

L dkk tersebut, dan pada langgal
18 Nopember 2005 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah—tanah

tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan Sertipikat Hak Milik
Nomaor 29(y ¢ fumukmas,
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waktu yang terlalu lama yaitu minimal 30 hari dan maksimal 3 bulan dari
permohonan dan biaya yang dikeluarkan hanya Rp 25.000. (dua puluh lima ribu

rupiah) saja.
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan

dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebenarnya sudah
jelas dan prosesnya sangat sederhana sebagaimana yang terdapat dalam Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor SK. 108.35/2004
tanggal 24 September 2004 tentang Standart Prosedur Operasional Pelayanan
Pertanahan (SPOPP) dengan berdasarkan, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

2. Hambatan—hambatan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang
berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember itu
berasal dari masyarakat yang menguasai tanah-tanah Negara itu sendiri.
Mereka masih awam tentang pentingnya pensertipikatan Hak Milik atas tanah
Negara yang mereka kuasai, sehingga mereka beranggapan bahwa proses
penerbitan sertipikat terscbut memerlukan biaya yang besar, proses
penerbitannya berbelit-belit dan persyaratannya terlalu banyak sehingga
masyarakat enggan untuk menscrtipikatkan tanah Negara yang mereka kuasai.
Di samping hambatan intern dari masyarakat yang menguasai tanah Negara
tersebut, juga terdapat hambatan ekstern yaitu letak Kantor Pertanahan yang
jauh dari lokasi tanah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk
mensertipikatkan tanah Negara yang digarapnya. Di samping itu aparatur desa
tidak memberi informasi dan perhatian terhadap masyarakat yang menguasai
tanah Negara dan juga oknum Aparatur Desa juga menarik retribusi liar
lerhadap masyarakal yang menguasai tanah Negara yang ingin
mensertipikatkan tanah Negara yang mereka kuasai;

47 £
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3.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam
mengatasi hambatan-hamabatan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang berasal
dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
mengadakan penyuluhan (penerangan-penerangan) melalui siaran radio,
penyuluhan langsung terhadap masyarakat dengan mendatangi seluruh desa/
kelurahan di Kabupaten Jember, penyebaran langsung informasi tentang tata
cara/ prosedur pemberian dan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala
Desa/ Lurah dan Camat seluruh Kabupaten Jember pada saat rapat koordinasi
di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk disampaikan kepada
masyarakatnya.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan sehubungan dengan penerbitan

Sertipikat Hak Milik yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kebupaten Jember adalah sebagai berikut :

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebaiknya lebih sering mengadakan
penyuluhan—penyuluhan, memberikan informasi atau pengumuman mengenai
prosedur/ tata cara pemberian dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah
yang berasal dari SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan
ditempel di tempat-tempat umum seperti Kantor Desa, Kelurahan,
Kecamatan, dan seluruh lingkup wilayah kerja Kantor Petanahan Kabupaten
Jember agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan pentingnya
pensertipikatan tanah Negara yang digarapnya agar mempunyai dasar hak
yang kuat atas tanah yang dikusainya;

Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember membuka kotak saran agar
masyarakat dapat memberikan saran atau masukan dan keluhan-keluhan atas
pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang berkaitan dengan
penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Negara, hal
tersebut dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember itu sendini dalam melayani masyarakat.
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3. Masyarakat sebaiknya juga turut berperan aktif dalam mencari informasi
lentang tata cara/ prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang
berasal dari SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. sehingga
mereka tidak tertipu oleh oknum/ calo dan dapat mengetahui bagmimana
sebenarnya tata cara/ prosedur pemberian Hak Milik atas tanah dan penerbitan
sertipikat hak atas tanah.
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N 7T M. Kalimzatan 37 Kampas Tegalhoto Kotak Pos 9 Jember 68121
28 B (0331) 335462 - 330482 Fang 330482

Nemor : 728 /325.1.1/PP.9/2006 Jember, 23 Pohrusrd 2006
Lampiran
Perihal I KEONSULTAS]

Yih. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
adl -
JIMBER

Dekan Takultas Hukum Urniversitas Jembor Lersanm ind dengan hormat

menghadopkan kepada Saudar sooreig mahasiswa |

Nama - SURYANI

NIM ‘020710101277

Progtam 351 Iimu Hokun

Alamat ‘dly Jawa VI No, 19 Jember

Keperiuan : Konsultasi teqtang Masalal,
Tinjanan Yuridis Penerbitan Sexrtipikat Hak Milik
nmrnmhrangmmm“nmm
Kepala Kantor Portanahan Katupaten/Kota
(Menurut Peraturan Pomerintah Nomor 24 Tahun 1997
JO RMNA/KPEN Nomor 3 Tahan 1997)

Sehubungan dengon hat torsebet diatas kami mohon hantuan_secukuﬁi;}'a,

hareaa E;a_-;j_f duri konpdeasi ini digunakan untuk melengkapi bahan

Eenyusunan Sirnet,

Aras bantuan den kerjasama vand baik kami ucapkan terimakasih,

NI, 131 120 232
Tembusan Kepada :

* Yth Ketua Bagian/fures.n Hulaam Tata Negara

* Yang bersangliutan

v Arsip
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Jember, 8 Juni 2006

Somor: ;208,353 ¢sl7at01al RepositoryUniversitas Jember
Sifat ¢ Biasa Yth.8dr. Dekan Fakultas Hukum
Lampiran : - Universitas Jember
Perihal t Konsoitasi Jalan Kalimantan No. 37
Bt T Kampus Tegalboto
Di
JEMBER

Memenuhi Surat Saudara tanggal 23 Pebruari 200§
Nomor : 728/325.1.1/BP.9/2006 perihal terssbut pada

pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jemher 3

Nama : Suryani
NIM : 020710101277
Program: S1/Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa VI No. 19 dember
Telah melaksanakan Konsultasi mulai 25 Pebruari 2006
sampal dengan 26 Maret 2006 tentang Masalah
“Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang
Berasal Dari Surat Keputusan Kepala Kantor Partanshan
Kabupaten Jember (Studi Kasus saertipikat Hak Milik Atas
Tanah Nomor 280/ Gumuk Mas)”. Selanjutnya guna
evaluasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
diminta agar Saudara dapat menyerahkan skripsi
tersebut sebanyak 1 satu eksemplar kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum,

embusan : disampaikan kepada
th. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembar
( sebagal laporan )
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b)

NIB  © 12.34.03.04.00208

Letak Tanah
Pertanian

Tdnggai lahir'/ aldta pendigiug
28 Desember 1964

cl

2.

3.

ASAL HAK

hilik

Pemberian hak

Pemreoshan-tHemisaimn /
Pengrabungun-bidang

d)

DASAR PENDAFTARAN

Tgl.
No.

KEPALA KANTOR
Surat I{cpulusan FERTANAI

BUPATEW.FMHER
Tel. 22-09-2005
No.  51.420.33534-2005

No, Unut Sk © 1
n/

Pﬂ-mi-uahmhLli'&-ngga.buagambidang

Tgl
No.

g) PEMBUKUAN

Kepala Kantor Pertanahan
[} deupﬂtl‘:‘j‘l !-lfﬁalam‘ld;m

| PENLINJUK

SURAT UKUR

Tgl.  10-10-2005

No.  00089/Gumukmas/2005
4068

Luas,

IR ol B0 T Y. Tel. B M oS

Kepala Kantor Pertanahun
Kabupaten /Heotemadya—

010 164 211

Luas

Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tarlah { Landreform
4068 m?

Uane Pemasukan / Biaya Administrasi Sebesar. Rp u,- {thu )

Daftar Isian 301 Nomor, :

114‘12!20[15
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MOMBE 5 sonno o nfiaen
Q0069/Gumukmias/2005

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

po Jﬁ'f-"'d Tirnur

Kabupaten /&otamedys ©

Kecamatan : ..oooevevon

Desa/ Ketorahan -
Desa

Pt s
[Ilfﬂfi-.?
Lembar -, civios Kotak :

Jembar
BLm ul{m 35

Gumu kmas 4

.............................................................................

Tanda-tanda batas -

........................................................................................................................................................

..................

......................................................................................................

.-"...u.,.............-................"..................._.....-...“..._.......,........,...1..1.......,...;.. ..................................................................

_ Oleh ! Suratman
Penunjukan dan penetapan batas

Pemohon : SURATMAN e

b ARy, v |
R LT VT P R T
b (P TR g
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28 rJ EDGS 21896/2005
Daltar Isian 3021gl." Ap: Jigital. Repasitary. LiniversNas Jemper "

Daltar Isian 307 IngDOh‘toberE[}GS No. 2[]61?{21]05

I
JEMBER Tg1, 10 Oktober 20020

...............................

-

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah :

Kanmr Pertanahan

Pemisihan

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor et e 1200, Nomor hak & ...t
Pengganti

Dikelvarkan surat ukur

T\ 'L ity Sisa Juas
Tunggal Nomor I hak

[ |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor © .. cxssensasssanessssnss o 2000 00eens.. NOmor hak

.......................
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CV / Hipotiek [ Hipotlek It O Roya O Lelang O SKFT Lelang - |

Pemohon Huasa =
Nama ,Bekretarias Panitin Par' 1q |ap B et S )
Kewaryanegaraan , pekerjaan  tlmbangan Landreform = ymur |
Alamat :Eabupaten Jember THIp: R T
Pemegang Hak / Fenerima Hak :
Mama : SW dlde ( !5 Bldwl&hl.}l.ahir IR [ SRR T
Kewarganegaraan , pekeljaan ;Indonesia , Tani Uise: | s
Alamat Fumdonns , (uamiloans s | N e St Bt G
Letak Tanah |
Jalan / Dusun §
Desa / Kelurahan :ﬂﬂl‘hll |
Kecamatan Qumukmas { Kota/Luar Kota } *)
Neadaan Tanah e iy
Kepadatan Detall : Padat / Sedang / Jarang /¥ g i
temiringan Tanah : Berat / Sedang / Datar %%, "«".\}
Jarak ke Jalan Raya : ; ‘;‘@
Keadann Tanah Harga Tanah aia%; g
Buktl Hak : Milik Transaksl g, RO e 0o
Luas : 3B.652 (15 Rid JQ P ,ﬁ.'i it R f B oovveries _ Harga Dasar : BpP.....cccooverrneess
Pengqunasn Tanahmyn ¥ Lain-lain
Keterangan lain-lain : ot Dalam ramgks Proyek Swadaya Kamwil
PERHITUNGAN BIAY‘E?% Iy| SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN | PARAF
ST g LP Sural Keputusan Pemberian Hak (SK)
e 10 : gur&t'ﬁﬁtamn an 'u:.faris -
: 3.| Sural Kuasa Persetujuan Ahli Waris ——
Feraturan Femerintah No. *.,' ’ 1| Sural Kematian . &
Fendft. Fertama Rp. .. " AL NMLee | 5| Akta Peralihan Hak ... D s e I -
Werlsan 1, SR “r s A RN I;F‘P-T Ct-;mﬂttmntﬂﬂu < 3 i —t
. - 6.| Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon
Perallhan Hak A e Rkl s conieararnsans damluamg (PMDN SK?EQ% o 1670)
SKFT [/ Salinan BP. covorsisnrniassinens R e s e 7.| Keterangan Hilang dari Kepolisian
Panitin A « Transport  BP. oo B. ;eggw:umanSSurat Kabar / Media Massa
8.| Barita Acara Sumpah
Roya [ Hapus Rp eoei B P ey 3 Pt e FREER AL K 10.| Akia Credit Verband —
Fencatatan F.]J. .............. R ol e e i e - 11.| Permahanan FEI‘{?BHIBF Rﬂ"l’ﬂ _—
Hak Tanggungan B corinnmmnmmnrersisasssnsnninnramariasanise 1%. g?ﬁiriﬁal Credit Verband ! Hipotick s
S i Py Py 13.] Risalah Lelang o
PenguNiany i 14.| Stpk HWHGEMGUHBHPLAZK ... O e
T PR i e ot .| Pemasukan Kas Negara anti Rugi
e 4 : 16| Pajak Pembelian (SPB)
':;; Pajak Penjualan (SPP)
Jember, bgl e SRR S N T . Fain Copy SPPT lerbaru
Bendaharawan Khuaua, {{ 18,/ Foto Copy KTP PenjualiPembell
1] Foto Copy KSK Pembeli Kewarganegaraan [
21.| Ganti Nama
22,| Surat Kuasa
i } ¥ | DI 3012 Tanpaal ... ooiinaimnimm i B
DL 302 : Tang@al ......coiiimmanmmanmmmmansiannns: 20 v, | V| DL 303 TR vvvecrrrnmreniresirprrmnsrrsosmttrrrre B poh ol
Dl. 305 : Tanggal ...... Y W e e 20......| Bersedia diukur padatangg@al ..o e
Kami bersedia menyerahkan Sertipikat / Surat-surat
ke BPN, apabila diragukan kebenarannya. :
Diterima tl ? ................... Y Jember, tal 2 =10 = 2005
A.n. KEPALA KANTOR PERTANAHAMN Yahg akan mengallhkan Hak/Kuasanya.

KABUFATEN JEMBER

A

e — [ )  (AIIS SUAIDI , SH. MaM.
Diizi ofel Dinay :
TIN  : Warkah [T S — e p— ; 13
ERAH . Petugaa Liur * . - g atkrmpirhur Savid Kl awar

ININGG - Pamohon
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WIPIRAN ¢ 1 (Saly ) Dallar

=R IARANAN KARUDATEN TEMBER

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEM BER

MEMBACA i Dst:
MENIMBANG  : Det:
MENGINGAT v st

MEMUTUSKAN

ENETAPKAN £

ATAMA Tanall Negara  yang akain diradistribusian tersebut adatah lanairtanal yaig meiupakan Tanah egara  Chpes
Pengaturan Fenguasaan Tanah ( Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepaia Badan Pertananan Nasioral Tanggai
11403-2004 Nomor : 1-X1.A-2004 dan akan diredistiibusikan dengan Hak M, LEpada Mereka yang mee uild syaal
asal € dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
DUA Memberikan Hak il kepada SURATMAN dkk, 15 {Lima beias arang) orang yang mefiputi 15 (Lima neias) padang
masing-inasing atis tanah sdwahfkering dan Tanah Negara lainnya yang betasal dari tarah Negaia Obieh  Peregaluian
Perguasaan Tana i pada ™ DIKTUM PERTAMA " di atas seluas 38.652 M2 yang etak, as nomor kodelnetal tanan
serta hatas-tatast ya sesual dengan peta bidang tanah yarng dinya di belakang nama yang bermanohutan datam
kolom 2 &/d 12 pada lampiran Kepuhisan i) : b
MGA Pemberian Hak Milik tersebut dicartai dendan kewajiban da SEyar Clrmana trercantum di hawah o
A linhik mempercleh tnda okt hak . MRS iy ol AN terseet hans didaMackan i Kant
Pertanahan Kabupaten Jamber selambat- g wERaat® 5 ¢ Enam ) bulan geiak Koretuesn
b. Wajib memelihara tanda - tanda batas ses ’ Tingsh Nomar 24 Tahun 1397
€. Yang bersangkutan wajib IMENGUSTIIIN HaMya senciiri secara aitr;
0. setelah pembernan Hak Mk i, aEg D Jlaliikan menjadl angaota Koperam Unt Uess ai Daeran |etak
fanahnya dan waflb meningkatkarf{e briva;
e Tanah vang diberikan be: SRER, DAy epMan tangankan kepada pihak fain, baik sebagian atau seluruhnya
setelah diparoleh izin darf KAl X Anh BRATNAN Kabunaten Jamber:
f. Kelalalan atay pein ocian M WBe2n dan Lewajiban o atas dapst dijfadtican alasan untul mencabus Hat Mk,
yung diberikan ¢ B, o
MPAT Mevielitahkan WIS clan Perdaftaran Tanah Kantor Pefanahan Kabugaten Jember Uit eraatat
kevwvalban t ] " huruf (e) pada Buku Tanah dan Seitipikatnys
LMA Bagi para penerjmé karm rangka ecistyibusi tanah yang terkens kelentuan Unedarig-urdlarg Noma Nomar 21
Tahun 1997 o J N Nomaor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banouran | BRHTRY
harus sudah meme iban membayar Bea Peroiehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimaksud di Bank Penerima
selambat-tambatnya sebalum dicaftarkan Surat Keptucan Pemberian haknya ¢
rAM P Reputusan b akan dadakan perbalkan dan atau penibetulan kemball sebagaimasa metinrya apabila Mhomudion fuul
bt iyala tedapal hesalahan atau kekeliruan,
NAN : ;. -
LPAN ¢ Keputusan ol disampalkan KEpada yang Deihak untuk dipematicn sebadaimana iestinya.
ada DITETAPKANDI: JEMBER
SURATMAN PADA TANGGAL: 22- 09- 2005
1/ Kel i Gumukmas, i R
";“E" : f""'“'“"ﬂ- KEPALA KANTOR PERTANAHAN
‘patan  : Jember, KABUPATEN JEMBER
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PRESIODEN
HerRuat vy INDONLSIA

PERATURAN PEMERINTA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  an papiN 2002
TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
VANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAMAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bihwa wntuk melaksanakan kelentunn L.lnclnng-—u:1qi§l,1]g_:,Npmﬂr 20
Tahun 1997 tentang Penerimann Negara Bukan Pajak, dipandang perlu
untulk  menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarlf atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak ynng Devlaku padn Badan Pertanahan
Musional; '

1. Pasal 5 aynt (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagnimana telah
diubah dengan Perubahan Keempal Uml:ngJndang Dasar 1945;

2. Undnng-undang Nomor & Tuhun 1960 lentang Peraturan Dasar
Fokok-pokok Agraria (Lembaran Negar Republik-lpdmncsin Tahun

1060 Nomor 104, Tambahan lembarnn Negara Nomor 2043);

3. Unding-unidang Nomor 20 Tahun 1997 tentang .Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor SEET};

1o Pernturan Pemerintaly Nopar 40 Tahun .I 898 tentang Hak Guna
Usaka, Mak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas ‘ancnh (Lembaran
Negera' Republik Indonesia 'Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan

Hembaran Negara Nomor 3643 ¥ '

Lo

Perazuran Pemeriniah Nomor 22 Tahun 1997 Ichtnng-}:m’s dan
Penystoran Penerimann Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negira Nomor 2694), '

Al Pt
,.;-“;; / ‘—__C'/-E . 6. Peraturan_,/

19
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6. Peraturan Pemierintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 1897 Nomoy
59, Tumbrhantembaran Negara Nomor 3696);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN |
NASIONAL, ar : |

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah jni yang dimaksud dengan:

1. Hakrtas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 terluang Feraturan
Dasar Pokok-polkok Agrarin.

2. Hak Pengelolunn  adalah hak menguasai dari Negara yang
lkewennngan pc!nkannmmnyn scbhagian dilimpahkan kepada
Pemesnngnyn,

3. Pemberian wak atas tanah adalah penclapan Pemerintah yang
memberikan sesunty hak atas tanah Negara, Perpanjangan jangka
vkl hak, pembabnrunn hak, perubahan hak' termasulk
pemberian hak di alas Hak Pengelolann.

4. Perpanjangan hek adalah Penambahan jangka waktu berlakunya

suatu hak tanpa mengubnh syarat-synra dalam pemberian hak
tersebut,

L%

Pembaharuan hak ndalah Femberian hak yang sama kepada
pemegang hak s tanah yang telnh dimilikinya dengan Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan atau Mok Pakai sesudah jangka waktu
hak tarsebut atay Perpunjangannyn habis,

6, Pendaflaran, Tanah Secarn Sporadik ndalah kegiatan pendaftaran
lanak untuk peetama kali mengenai 1 (satu) atau beberapa obyek
pendullaran tunah dalam wilayah atay bagian 'wilnynh suatu
desarskelurnhan seeara individual ntau massal.

7. Pendaftaran 2

£
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Pendaftaran Tenah Secara Sistimatik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang
meliputi semun aby;:k pandaftaran tanah yang belum didaftar
dalam wilayah atau bagian‘wilayeh suatu desa/ kelurahan.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh
Jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkuingan Badan
Pertanahan Nasional datam rangka penerbitan sertipikat hak atas
lnnah, .

Informasi tekstusl adalah informasi mengenai status hak dan
kepemiliknnnyn,

. Informasi spasial adalah informasi mengenai titik dasar teknis, peta

dasar, pela pendaftaran, petn tematik dan bidang-bidang tanah,
Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara
oleh setinp peneriima huk ntas tanah Negira sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai pengzakuan (recognitie) atas hak menguasai
Negara,

. Nilai Perolehnn lanah (NFI) adalnh hasil perkalian antara luas

tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak.

Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Usng Pemasukan (NFTTKUP)
adalah  nilai perolehan f{anah yang tidak dikenakan Uang
Pemasukan yang berdusarkan Pagu tidak liena Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan Menteri Keuangan bagi
masing-masing dnerah yang bersangkutan,

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negarn Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional adalah penerimaan dari kegiatan :

a. Pelayanan Pendaftaran Tanah;

b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;

¢. Pelayarian Informnsi Pertannhan;

d. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;

1
&, i
A

~ Pelavanan .. '
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¢. Pelayanan Redistribusi Tanah Secara Swadaya;

f. Pcnyc]cnggr.mnn_F‘tndid:’knn Program Diploma 1 Pengukuran dan
Pemetnan Kadastral;

& Pelayanan Penelapan Hak alns Tanan,

Pasal 3 : ol o |

dari ; ;
& Pelayanan Pengukuran dan Femelann Bidang Tanak;
b.  Pelayanan Pendnltacan Tanah intuk Pertama Kali;

¢.  Pelayanan Perveliharaan Data Pendaftaran Tanah,

Pazal 4

(1) Pelayannn Pengukuprmn clun Pemelnan Hidnn;_:: Trinnh sebagaimang
dimaksud dalan Pasal 3 huruf 4 terdiri dary -

o Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang ' Tanah Secara
Sooradik: | .

b, Palayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara
Sistematik;

¢ Pelaysanan Pengembalian Batas;

d. Pzlayanan Pembuatan Peig Sifuasi Llcr'lgkap (Topografi), _

(2) Besaznya tarvif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
secara Sporacik scbagﬂ:’u;a:m dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dihitung dengan rumus :

T= 0,55 To/Xo (X + (X.Xo)'7 )

(3) Besarnyn tarif Pelayunan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
Secara Sislin'lntii:, Pengembitlian Batas atau Pembuntan Peta Situnsi
Lengkap (Topografi) sebagnimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b, cdan d dihitung dengun rumus -

T=0,825Ta/¥o (X + (XXo)"" )

Paeal 8



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

FPRESIDEN
REPUBLIK INDOMES|A

= B

Fasal 5

Tavif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pelayanan

PemielifAfann Datn Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasul 3 huruf b dan ¢ adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah ini,

Pasal & |

lenis  Peneriimun Negarn  Dukan  Pajak  dari kegiatan Pelayanan
Pemeriksnan ‘Tanah sebngnimann dimaksud dalam Pasal 2 hunif b
terdivi dari:

.
b,
(03

.

(1)

(2)

Pelayanan Pemcriksann Tanak oleh Panitia A;
Pelayanan Pemeriksaan Tanal olch Panitia B;
Pelayanan Pemeriksann Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; -

Pelaynnan Pemeriksinn Tanah dalam Bentuk laporan Konstatasi,

Pasal 7

Pelnyanan  Pewneriksnan Tunnh  olely  Panitia A sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tereiri dari :

A Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan;

b. Palayanan Pemeriksian Tanah di Perdesnamn;

¢. Pelayanan Pemcriksaan Tanah Secnrn Massal, .

Besarnya taril Pelnyanan Pemeriksann Tanah di Perkotaan scl:mgai--

mani dimeksud dalam ayal (1) hueuf o dihitung dengan rumus ;
T=nxax2U

D

(3)

Besarnya tavil Pelaynnan Pemeriksnnn Tanah di Ferdesaan sebagni-
mana dimaksud daiam ayat (1) hurul' b dihitung dcnga:_-l rumus ;

S 2{nanxZuy

(4) Eesqrnyu b
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(4) Besarnya tarjf Pelayanan Pemeriksnan Tanah Secara Massal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dihitung dengan
rumeis ;

T=20¢% X{nxax2W

Pasal B

(1) Pelayanan  Pemeriksaan  Tanal, oleh  Panitin - B sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdivi davi ; |

n Pelayanan Pemeriksann Tannh Seeara Sporadis;
b Pelaynnmr Pemeriksann Tonaly Seenrn Massal;
e Pelaynnan Suevey Pemeluan Penatngunann Tanah,

(2) Uesnreayn tayir Pelaynnnn  Pemeriksnan Tanah Secarn Sporadis

sebagaimana dimuksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan
rumus ; -

'l'=r|anBLJ

CA) Pesnienyn  npir Peloyanan  Femeriksann Tanuh  Secarn  Massal

sebagaimana dimaksud datam ayat (1) huruf b dihitung ‘dengan
Flamug |

1= 50 % x{nxnx &L

(4) Besarnya tarif Pelayanan Survey Pemetann Penatagunaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dihitung dengan
rumus :

T=100% % {n Xnx#uw

sl Masal 9

(1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Pencliti Tanah sebagai-
mann dimnksued dialnm Pasnl G huruf e levclivi dag -

N Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotann;
b. Pelayanan Pemeriksann Tanah di Perclesnan;

€. Pelayannn Pemeriksann Tanal Secirn Massal.

(2) Besarnya ,,
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(2) Besaznya tarif Pelnyanan  Pemeriksaar Tanah di Perkotaan

sebagaimana dimaksuc dalam ayat (1) hurur a dihitung dengan
rumiis ;

T=nxarzuy

{3) Besarnya tagir Felayanan  Pemeriksaan Tanah di. Perdesaan

sebazaimana dimaksud calam ayat (1) huruf b c{ihitﬁng dcﬁgan
rumus

T=50%xfnxnx2UJ 5, G

(1) Besarnya (avif Pelnyanan Pemeriksaan  Tanah Secara  Massal

sebagnimnnn cimnlesid dilnm ayal (1) hupuf o dihitung dengan
TuIm s ; |

T=20% % tnxax 2

Pasal 10

(1) Pelavansn Pemeriksann Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi
sebagnimuna dim ks d divlin Pusal 6 hiweaf o terdivi atas ;

n. Pelayanan Pemeriksann  Tanah dalam  Bentuk Laporan

Konstntnsi uniuk: Perpanjangan niny PFembaharunn FHak Guna
Cangunan dan Halk Pakui;

b, Felayanan Femerviksann  Tanah dalam  Bentuk Laporan
Konstalusi uniuk Pevpanjangnn ntau I-‘c:mbnlmrl.mn_ Hak Guna
Lisaha, '

(2) Desarnya tarif Pelayanan  Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk
Laperan Konstalusi selagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

d'fl}n'lung dengan rumus
T=350% xMmxax2 U

(3) Besarnya tarif Pelayanan  Pemeriksann Tanah dalam Bentuk
Laporan Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dihitlung dengan punius -

g =50%:~:Enxnx3UJ

o Pasal 11 .5
:
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Yasa!l 11

Besarnyn tavif kegintan Peiayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadayn
sebhngairaana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d c]'ihiiung dengan rumus :

100
b SO x U x 24
60

Pasal 12

Besarnya tarif kesialan Pelaynnan Redisiribusi Tanak Secarn Swadaya

sebagaimana dimaksud ealam Pasal 2 hurufl e dihitung dengan rumus :

1CC
T= caveex U} x 12
(it}

Pazal 13

(1) Taril' pelayanan sebagnimana edimaksucl dilam Pasal 4, G, 11 dan

12 tidak termasuk binya transporiasi ke lokasi.. tanah yang
dimohon,

{2) Binyn transportinsi sebagnimann  dimaksud dalam  ayat (1)
dibtbankan kepacla pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai

dengan. kelenluan yang  berlaku o Kabupaten/Kota yang
berzangkutan.

Pasal 14
Taril” Kind " jenis Fenerimanan  Negnen Bukan  Pajak dari kegiatan
Pelayanan Infarmasi Pertanahan dan Penyclenggaraan Pendidikan
Prcgram Diploma | Fengukuran dan Pemretnnn Kadastral sebagaimana

dinaksud dnlam Pasal 2 hueal ¢ din I'adalah sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Pemerininh ini,

Pasal 15

Jenis  Panerimaan Negara Bukan Pijak dari kagintnn'fcla}mmn
Penetapan Hak atas Tanah berupa Uang “Pemasukan sebagdimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf g teveivi dari :

n. Uang ...
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L. Uang Peﬁmsuhnn Dalam Rangka Pemberian Hak Milik
b, Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha;
¢ Uang Pemasulnn Dalam Rangkn Pemberian ak Guna Bangunan;

d. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai;

¢, Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberinn Hal Pengelolann,

I'asal 16

Uesinenyn Unng Pemnsuknn  Dalam Rangka Pemberian Hak Milik
sebiagaimana - dimaksud dalnm Pasal 15 huruf a dihitung dengan
FLBs ;
b Unng Pemasuknn Dilam Rungka Pemberian Hak Milik ;
A. Tanah Pertanian -
% %o (NPT - NPITKUP)
b. Tanah non Perianian -

“ % (NPT - NPTTKUP)

< Unng Penasukan Datam Rangki Pemberian Hak Milik yang berasal

i Fnk Guna Unngunan (HGB) niny Fiak Pakai (HP) yang belum
habis jangka waklunyn :

e Tannh Pevtuninn ¢

.‘m.ujW HGU/ e
“ %o INITT - NIIIRUR) Srivsasssismcnense W LR HCD!’HF .1]
Ty JW HGI.'IJ’HF:

b. Tanah Mon Pevlanian ;

uf sm;w:rr:uml* : . b
L% N NPETRLUDY . - o X UPHGD/HPs | x 50%
:w ummnr /

3. Uarg Pemasukan Dulam Rangkn Pemberinn Fak Milik yang berasal

dari HGB atan MPp yang telah berakhir jnngkn waktunya din
belum lewat daei 1 (sntu) tndyun -

n. Tanah ...
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i. Tanah I“t:rh.lnl'ﬂn -

2 %o (NPT - NPTTKUP) x 60 %
B. Tanah Non Pertaninn -

o % (NPT - NFTTKUP) x 60 %

4. Uang Pemasukan Dulam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasa|

dari HGB atay Hp yang lelah bcrakhirjangka waktunya sebelum
lewat 3 (tign) tahyn :

A. Tanah Pertanian ¢

& %o (NPT - NF'I'J'J{UI‘) XTHN
b. Tanah Non Pertanian

o % (NPT NI"i"l'.'{Ul‘} TN 'X.

=1

Uitng Pempsulonn Pk Rnngl Pemberinn Hak Milik yang berasal

dari HGB Atnu HP yang 1elanh berakhir Jangka wakty lebih darj 3
(tiga) tahun :

a. Tanah Perlaniag :
G L (NET - NI"]'i‘i(Uf“J
b Tunah nan Pertanian

% (NPT - NFITKUP)

Pnsnl 17

Hesuenyn Unng Pemasukan Dalam Rangka Pemberian ak Guna Usaha
(HGL)  sebagaimana dimaksud dalum pasal 15 huruf b dihitung
dengan rumus -

1. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU :

4. Pemberian Hgy unluk jangka wakty a5 (tiga puluh lima)
tahun ;

0 %o (NPI-NPITKUP)

b. Pemberian HGU untuk jangka wakiy Kurang dari E_rS (tiga
puluh lima) taln - :

Z, Uang ..,
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2. Uang Pemasukan dalan rangka perpanjangan atau pembaharuan
HGL ¢ :

n. Pemberinn HGU unluk Inngka wakiu 35 (tiga puluh lima)
lahun ; %
1,5 %o (NPI-NPITKUP) x 50 %

b. Pemberian HGU untuk Jangka waktu kurang daci 35 (tiga
puluh lima) takun -

JW HGU yang dibevikan
-------------------- % 1,5 % {N]"T*NFTTKUF} x 50%

3. Unng Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal davi
FIGE st Ty betum Tabig Jungka wiklunyn :

o Pemberinn HGU unluk jangkn wakty 35 (tign puluh fima)
tnhun ;

( Sisa JW HQD / Hp Z
& .5 T [NPI-‘NF;'J'HUIN: . | -------------------- X ul' |IC”-.||'F HF.S] 5'0
vy ) JL_ JW HGH/ 1P,y

b. Pemberinn HGU uniuk Jngkn waktu kurang daci 35 (tiga
puluh fima) tahun ¢

#

WG ya diberikan Slan JW HGDS 1
ratsrmedhtann s bd e T N ENE P NPEIRIY . 8 e it s HEn/irs f som

A

4. Unng Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal ddri
HMGLUatau P yang telah berakhir jangka wiktunya sebelum lewat
dari 1 (satu) tahun ;

4. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tign puluh lima)
tehun o
1,5 %o (MFT-NPTTKUP) x 60 %

b, Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga
puluh lima) tahun ;
JW HGU yang diberikan 2l
R et X 1,5 %o (NPT-NPTTKUP) x 60 %

5.Uang ,,.

--u”an "
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Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari

HGU attu’'HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat
3 (tiza) tahun :

A, Pemberinn FGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima)
tahun :

1,5 %o (NPT-NPTTKUP) x 75 %

b. Femberian HGU unluk jangkn waktu kurang dari 35 (tiga
puluh lima) tahun @

]W HGU ynng diberikan

PeeseeieasTiooiil X 1,5 %o (NPT-NPTTKUP) x 75 %
3

L]

Uang Pemasukan Dalam Rangkn Pemberinn HGU yang bﬁrnsnl dari

FEGU st Iy telahy Berak i |.m_»hL.| waktunya dan telah lewat
ciuu 3 (riga) tahun ;

i, Pemberian HGU unluk Jangka wakiu 38 (tiga- puluh lima)
tahun '
1,8 %o (NPT-NPTTKUP)

b. Pemberinn HGU untuk jangka waktu kurang dnrt 35 (Hga
pulul lima) tahun

JW HGU yang diberikan
------------------------- % 1,5 %e (NFT-NPTTKUP)

Unng Pemasukan untuk pemberian, perpanjangan dan pemba-
haruan HGU yang diberikan sekaligus :

: 25435 ’Z
1,8 % NFTSNEFFEUE 4 j[ o X 1,3 %0 (NPY-NPITKUB) ]
35

/50 %

Pazal 18

Besarnyn Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna
Bungunan (HGB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢
dihitung dengan rumus : '

i

Uang Pemasukan Dalam hnngkn chl:ermn HGE :

n. Pembearian .,

1% .,
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. Pemberian t1Gp UK jangka Wikl

an (lign Puluh) tahun -
1% (NPT - NFE'I"J(UF}

b. Femberian Hop untuk j

angka wakty ky
puluh) tahuy ¢

rang dari 20 (tiga

--------------------------

X 1% (NP’I'-NP’E‘I‘KUH}-.,
30
Rpive !Jﬁ:-:g—-Pcnmsul:nn dalam rangka Perpanjangdn atay pembaharuan
HGe: - .
A, Pemberian HGB untuk jangka waklu 30 (tign ;:.:u'hrh) tahun :
% NPT - NPTTKUP) x 50 9 .
b. Pemberian HGB unlyk jnngl:-;i' waklu kurang dari 39 (tiga
il tnlyy
JW HGD yang diberikin
--------------------- LU i.’NF’I‘-NPTTKUFJ X 50 %
30
2,

Unng Pemasuican Dalnm Ranglka Pemberian

habis jangka wiakiy

Jangka wakty 30 (tiga puluh) tahun .
Sisa JW HGD/Hp : )
] m,{mrr' NFITRU ’F ----------------- Illsoas _
b, Pe mBEJrEnn HGop
puluh) tahuy »
JWHIEN Yg dibeiiun

: Sisn JW 116/ 2
e tetneeeee e fNr-r,m-rn;up} - {I 54;1.9.;}
30 =F.

Gnteeeses X UP HGD/Hp .y
IW HEN /1, ;

HGB ya Ng berasal dar
tnya

HGE atauw Hp yang belum

A, Femberian FIGB untuk

Untuk jangka wakiy ktlrang..d.ari.,-ﬁﬂ (tiga

1,

o

Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari

HGB, HGU atay Hp yang telah I:emkhfrjnngkn waktunyn sebelum
lewnt dari 1 (saqy) tithun

I % (NPT - NPTTKUP) x 60 9

O, Unng Pemasukan Onlam Rangka Pemberian HGH

MG, HGU atay Mp yang, telah
lewat 3 (tiga) tahun -

yong berasnl dnyi
f::-::rnk]u'rjnngkn waltunya sebelyn,

1% ..
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1 % (NPTLINPTTROP) % 5%

Uanig Pemasukan Dalnm Ranghn Pamberian HGB yang berasal davi
HGE, HGU ninu HP yang telah berakhir jangka wukiunva dan telah
lewat dari 3 (tiga) tnhun :
n. Pemberian HGB untuk jangkn waktu 30 (tiga putuhll tahun !
1 % (NFI' - NFITRUL) ;
b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurnng dari 30 {hgn
tuluh) tahun:

JW HGB yang diberikan
------------------------- _x 1% (NPT-NPTTKUF)

Unng Pemasuknn dalam vangka pemberian, pcrpnnjangnn dan
pembnharuan MGD ynng diberikan sekaligus
20+30

IOSRLNEE « METERAID 1--- 1% (NITT-NTE H\.UP‘}]Z7 ;

Pasal 19

Besurnyn Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai (HP)

sebhagaimana dimaksud dalam  Pasal 15 huruf d dihitung dengan
rumus .

1. Ui MPemasuknn Dalam Rangka Pemberinn HP G
i 4

A, Pemberinn HP unluk jangka wakiu 25 (dua ﬁuluh lima) tahun
1) Tanah Pevlanian : 1 % (NPT - NFTTKUP)
23 Pangh non Peetanins 0,75 96 (NPE - MPIPRUP)
b. Pemberian HF untuk jangka waklu kurang dari 22 (dua puluh
lima) takun
1) Tanah Pertanian :
JW HP yang diberikan
------------------- deees % 1 %o (NPT - NPTTKUP)
2) Tanah non Pertanian :

JW HE yang diberikan
......................... x 0,75 % (NPT - NFTTKUP)

2, Uang ..,
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2. Uang Pemasukan clalam rangka perpanjang
A Pemberian FP yntuk Jnngk
1) Tanah Pevtaninn !

an atau pembaharuan

a waktu 25 (dun puluh lima) tahun
1 %o (NFT - - NFI'TKUP) x 50%

2) Tanah non Pertanian :'0 75 % (NPT - NPTTKUP) x 509%

------ inn b < Jangka wakiy kurang dari 25 (dua pulith
< _Iimn] tnhun ; ' '

1) Tanak Pertanian :

JW HP yang diberikan

X 1 % (NPT - NPTTKUP) % 50%
25 "
2) Tanal non Pectaninn :
JW HP yang diberikan

------------------------

% 0,75 % (NPT - NPTTKUF) x 50 %
25

A Unng Pemasukang Ralnm Rangka Pemberian Hp yang berasal dari
LG mikng HGE v semuln dipiinyni pemolion yang belum habis
Jnngka witkiunyy ;

. Pemberian HP wntuk jangka wakty 25 (dua puluh

1) Tanah F’cr{nman !

_I- El.m}"-'r'HGUf![G
1 B f(NITT - NITIRLY . e - X LJPHGU.’HGB £] X 50%
JWHCLI.-’HGI] 5 .
2) Tanah non Pevlaninn :

lima) tahun:

Sian )W 112U/ nGo

0,758 'JNi'I‘-NI'I'IKUI‘) o Llr‘tIC‘Uf[H:‘I:I 4] X 50%
l L IWHGUA e

Pemberian HP untuk inngka wakiu kurang dari 25 (dy
ma) tnhup

by,

A puluh

1) Tnnah Pectanian '

JWLIN ey diberikan Sisn )W II!CLJ!H(.‘.]J
Trrreseesscssssanes X105 INIT - NPTIRUL - x UP HGU/HGB.) Ix 50 % |
23 Jw |rcwncu i
y Ar \
Z) Tanah non Pertanian : &
JW HP yang diberikan

-----------------------

X 0,75 % (NPT - NPTTKUP)

4. Uang ...
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Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hp yang berasal dapi

FP, HGU ‘ntay QB ynang telah berakhir Jangka waktunya, namun
belum lewat dari 1 {salu) tahun ;

n. Femberian Hp untuk jangka wakiy 25 (dua puluh lima) tahun:
1) Tanah Pertaninn ;1 %, (NPT . NFTTKUP) x Go%
Z) “Tanah non Peclanian : 0,75 o (NPT - NPTTKUP) x 60%

b. .Pemberian 1p untuk janzka wakiy kurang dari 25 (dua puluh
lima) talun

1} Tanah Perianian

e e W HP yang diberikan

-------------------------- X1 %o (NPT - NFTTKUP) x 60%

e J——

Z) Tanah non Perlanian :
JW HP yang diberikan T
” % 0,75 % (NFT « NPTTKUP) x 60%
Hang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hp yang berasal dari
HP, HGU atay MGB yang telah berakhir jangka waklunya sebelum
lewst 3 (liga) talun : _
8. Femberian Hp tntuk jangka wakiu 25 (dua puluh lima) tahun:
1) Tanah Pertanian ; 7, (NPT - NPTTKUP) x 759
2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NFT - NPTTKUP) x 75%

b. Femberian Hp untuk jangka walkty kurang dari 25 (dua puluh
Hma) lahun -
1) Tanah Pertanian

JW HP yang diberikan _
"""""""""""""" X 1 %e (NPT - NPTTKUP) x 75%

25
2) Tanah non Pertanian :
JW HP yang diberikan:
....................... % 0,75 % (NPT - NPTTKUP) x 75%
25
6. Uang ...
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0. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari

HP, HGU atdn-HGD yang telah'berakhit jatigka waktunya dan telah
lewat dari 3 (liga) tabiun :

"".—i_‘“"FéTﬁhcri'an P untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun:
1} Tanah I'crtnn[_un v 1 %o (NPT~ NFITKUP) ~ |
&) 'l'unn_h_mm Perlaninn : 0,75 % (NPT - NPTTKUP)
b. Pembei.an HP untuk jangka waklu kurang dari 25 (dua puluh
lima) tahun : . '
1} Tanah Pertanian :
JW HP yang diberikan

----------------------- X1 %o (NPT - NFTTKUP)
25 ; : ;
&) Tannh now Peplnninng
JW HP yang diberikan
----------------------- X070 % (NPT - MFTTEUP)

7. Unnyg Pemunsukan daliom vingka  pemberinn, perpanjangan dan
pembaharuan HP yang diberikan sekaligus ; '

i, Tanah Pertaninn :

25

X 20+ 25
1 %60 (NI - NETTRUP) + [ereemnanan x 1 %o(HFr-NPTTKUP}] ¥ 5096}
b Tastad nor Perlan inn ¢

€,75 % (NFI' - MPFTRUP) + {{ ------- X 0,75 % {Nrﬁmmﬁum % 50 % }

Pasal 20
Kepada 'enerima hak atas tanah obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan
Milik Belanda (P3MB) dan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1865
(Prk. 5) sepanjang bukan Instansi Pemerintah, wajib membayar sebesar

25 % (cua puluh lima persen). dari Nilni Perolehan Tanah kepada

Pemierintah,

i Pasal 21 ,.,
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Pasal 21 ' |

; (1)} Badan Keagamann, Badan Sosinl, Masyarakat Miskin  atay
Manyarakat Tidulk Mampu dibebaskan daci  Tarif Pelayanan

Pendaflaean Tanah Untuk Pertama Kali, '
(2) Turif pengukuran rincikan dalam kegintan Redistribysi Tanah
Seenrn Swadaya ditetapkan sebesar 75'% (tujuk puluh lima persen)

dnvi kelentuan (neif levendaly di Kantor F'crtnnnhgm Kabupaten/
Kol yang beisnngkutan,

(3) Pengennnn Uang chnsykan Dalam Rangka Penetapan Hak Atas
- Tapsh dapet dikennkan sebesur Rp. 0,00 (nol rupiah) t-r:x‘hndup:
. Temberian Fnk Milik itas lnnak : _ E ‘T

[) Tanah Negara dalam rangkn Proyek Operasional Nasional
Agrarie/Pertanahan (PRONA), Proyek Operasional Nasional
Agraria/Pertanahan  Daerah (PRONADA), Proyak Hak
Daernly Transmigensi, Redistribusi dan Konsolidasi tanah;

2) Mk Guing I.In-n,gulmn dan Hnk Pakni yang berasal darj
Obyek PRONA, PRONADA, PRONA Swadaya, Proyek Hak
Daerah Transmigrasi dan Konsolidasi tanah yang masih
tercatat wtns nama bekas pemegang semula yang diterbitkan
sebelum Peraturan I-"\:mcrinlnh ini;

3) Yang telah dibeli atay dibebaskan haknya dari Lembage
Tarlin,gg'i!’l‘inggi Negara, Depn riemen, Lembnga Perﬁr.rimuh
Nou Departemen dnn Pemerintal Propinsi/Kabupaten/
Kota/Desa; nlay

‘1) Obyek P3MD dan Prk. 5,

b. Pemberian Hak Gunn Usalin yung berusal dari Hak Milik yang
lelah dibebasian;
f-Prmberian Hak Guna Bangunan atas tanah :

1) Yang telnh diperoleh atay dibebaskan haknya dari Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negnra, Depariemen, Lembaga Pemerintah
Non Departemen dan Pemerintah Pmpinsi»’?..nhupnt-m{m;

2) Hu.k.:.

Lo e S

Aﬁ-{ﬁh Mf..ﬁ, f"?"‘\a‘-‘-"&ﬂa ‘A{[(rﬂ,ﬁ _Q,I" "'t“":"‘-‘l.; : R
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—.. 2} Hal: Mitik yang telah dibebaskan atay kepunynan pemohen
sendiri, ninu
3) Obyek P3MB dan Prk. 5.

d. Pemberian Hak Pakai atas tannh :

1) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga
Terlinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah
Mon Depnrlemen dan Pemerintah Fmpins_IKKabupntc:nKKnta;

_ 2) Hak Milik yang telah dibebaskan atay Kepunyaan pemohon
sendiri; b e

3) Hak Pakai dengan jangka wakity yang tidak ditentukan
selama lanahnya dipergunakan untuk keperluan. tertenty
kepada Instans Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga Inter-
nasional yang diakuj Pemerintah, Badan Keagamaan/Sosial
sesual kelentuan yang berlaku; atay

4) Obyek PAMB dan Pk, s,

¢. Pemberian Hak Pengelolanan,

. (4) Kepada Pegawai Negeri maupun Anggota TNI/POLRI, termasuk
Janda/duda mereka, anggota masyarakat golongan ekonomi
lemah/tidak MAMPY, yayasan/peckumpulan yang bergerak di
bidang keagainaan dan. sosial ditetapkan Uang Pemasukan kepada
Negara sebesar 50% (lima pulub persen) dan untuk Pensiunan,

anggola Vetaran seria jandanya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari
nilai Uang Pemasukan,

Pasnl 22

Pengaluran lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ketantuan
sebaguimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan olah Kepala Badan

Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan  dar Menteari
Keuanzan,

PH.SEI 25 Yeai
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Pazal 23

Jenis Peneri:naan Negara: Bukan Pajak yang berlaku pada Badap
Pertanahan Nasionn| Mempunyai inrif dalam matp: u.uﬁg ripinh,

Fnsal 24

Selurul Penerimagn Megarn Dukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertunnhan Nasiona| wajib disetor Inngsung secepatnya ke Kas Negara,

Pasal 25

{2) Tavif dan Jenis Penerimaan Ncgnm_ﬂukun Pajak yang berlaku pl.;ld&
Badan Pertanahan Nasional yang belum lcrnhl::up dalam Peraturan
Pemeviniah  ini akan disusulkan sebagni  bagian yang tidak
terpisahkon diei Ferntupnn Pemerintah inl, dan pencantumannya
dilakukan dengan F'crnturnnl Pemerintah tersendiri,

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tarif atas jenis
Penerimanan  Negavn Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional “sebagaimana dimaksud dalam Lampiran [] B
Angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis  dan  Penyetoran’ Penerimaan Negarn  Bukan Pajak

sebagnimana telah diubah dengan Pernturan Pemerintah Nomor 52
Tuhun 1995, dinyatakan lidak berlaky. !

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PRESIGEN
REFUBLI INDONE 514

.5.20 -

Pnsal 23

Jenis Peneriimaan Negnra: Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nnsieinl Mempunyai tarif dalpm matn uing rupiah,

Frnsal 24

Seluruh Penerimann Negara Bukan Pajnk yang berlaky pada Badan
Pertannhan Nasional wajib diselor langsung secepatnya ke Kas Negara,

Pasal 25

(2) Tarif dan Jenis Penecimaan Negara Dukan Pajak yang berlaku pl.l'ld.ﬂ.
Badan Pertanahan Nasional yang l::cllum t:mhllmp cdalam Peratyran
Pemerviniah  ipni nkan  disusulkan sebagnai  bagian yang tidak
terpisnhikg I.If'll"i-I.Full'flll.H'ltn Pemerintul ini, can pcr;;‘;‘nntumnnn}m
dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri,

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tarif atas jenis
Penerimann Negarn Bukan Pajak  yang berlaky pada Badan
Pertanahan Nasiona “sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II B
Angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

~ Jenis  dan Penyetoran’  Penarimann Negara  Bukan Pajak

sebagaimana telnh diubah dengan Pernturan Pemerintah Nomeor 52
Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku, '

Pasal 26

Peraturan Pemerintah inj mulai berlaku pada tanggal diundq.ngkan.

Agar .,

_é
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Agayr setinp

Peraturen Pemerintah ini dengan
Negara !:'{:p::l.glfk Indonesia,

Diundangkan ei Jakarta

Bo: g

PRESIOEN

REPURL I INDONES|A
- 21

orang mengetahuinya

» Memerintahkan pengundangan

Penempatannya dalam Lembaran

Ditetapkan di Jakarta

picln langgal 27 Agustus 2002

PRESIDIEN REF‘UHLH{I INDONESM,
‘lld

MEGAWATI SDEKHRNOFHTN

pacla tanggal 27 Agustus 2002

SEXRETARILS NEGARA REPUBLI
' i

KK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

" LEMBARAN NEGARA R

snlinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
v v Hidang Hukum dan

*Petuifi fihg<undangnn,

|/ ’ i ;'.-. . (] _\%\:Ell

EPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 88

_____;.: 7o T - J-{q.e’__.
"2 Ln,r%'lﬁcw%'-’_-: :Nnhuttnnds

et b
L i
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PRESIDEN
MECUIT, L N DONESIA

PENJELASAN
ATAS
FERATIURAN SEMERINTAM REPUDLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2002 ' |
TENTANG .
TARLY }t'l'ﬁSJllNlS l'ENEHlMﬁAﬂ NLEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAMAN NASIONAL |

uMum

Dalam rangka mengoptimaliean Penerimaan Negaca Bukan Pn_ial:: Suna menunjang

pembangunan nasional, Penerimnan Negarn Bukan Pajak pada Badan Pertanahan

Nnsionnl sebagai salnh saty stimber  Pencrimaan Negara peclu  dikelola dan

dimanfnatkan untuk peninglntun pelayanan kepadn masyarnkat, Schubungan dengan
hal tersebut dan untul: memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1897
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajnk, perlu ditetapkan tarif atas Jenis
Negoen Dukan Pyjok yanyg Levlinku pudn Bncin Pertinahan
Pemerintnh, .

Penerimaan
Nusionnl dengan Peraturan

L]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pernerintah Nemor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pr.m:rin}nh

dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Olonom, pelaksanaan pelayanan di bidang
Pertannhan pada prinsipnya merupakan kewenangan Dacraly.

Namun untuk menjagn kelangsungan pelnyannn di bidang Pertanahan dan-sebelun &
adnnyn peraturan l:,rn.ng baru mengenai kewenangun di bidang Pertunahan, sebagian
tugns pemerintahan yang dilnksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Daerah
ielap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat snmpai dengan ditetapkannya peraturan
perundang-undangan di bidang Pertanahan, Apabila di kem‘udi'nn havi . ditetapkan -

kelentuan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, makn Peraturan
Pemerintah ini akan disesunikan dengan ketentuan yang baru tersabut,

Pﬁ shL LR
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PASAL DEMI1 PASAL

Pasal 1
Cukup Jelds
Pitsal 2 ' |
" Cukup jelas
Mgl 4
Cukup jelas
Posul A4

T ndalah tarif pengukuran cdan pemelaan bidang (annh,
To ndalah tarif pungukuran dan pemetaan bidang lanah pada luas acuan,
Xo udalah luas acuan yang digunakan untuk
8, Badan Pertanahan Nusmnn] dan Ianinr Wilayali Baclan
Nasional "Fropinsi adnlah 100 Ha;

Pertanakhan

b. Kantor Pertanalnn Kabupaten/Kola adalaly 2500 mz,
A adalah luas bidang tannh yang dimohion,

Untuk menghitung To, digunakan asumsi sebagai berikut :
a. Kemampuan kerja 1 tim pelugas ukur per haei;
b, Upah-tenaga :
U adalah Upah Minimum Py opinsi ateu Upah Minimum Kabupaten/Kota;
1) U per bulan rata- -rala, dengan asumsi 1 bulan dihitung 24 hari kerja;
2) Upah Pembantu-ukur per hari adalah U per hari;
Dalam 1 (satu) tim diperlukan 3 (tiga) Pembantu Ukur;
3) Upah Juru Ukur per hari Adalah 3 x upah Pembantu Ukur = 3 Uy
4) Upah Koordinator per hari nclalah 1,5 x upah Juru Ukur = 1,5 x8U
=45U,
¢. Rincian perggunaan tarif adalah sebagai berikut ;
1) Biaya lapangan sebesar 60% (enam puluh persen);
2) Biaya pengolahan sebesar 20% (clun puluh persen);
3) Biaya pengelolaan sebesar 20% (dus pulith persen).

LY
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= |
Pasal 5

Cukup julas

Pusal 6
Cukup jelns

Pasal 7

1 adnlah tarif pemeriksaan tnnak, |

N ndalah dasifikasi luas tanal yang dimaohon,
adalah jumlah angzota Panitia,

adaleh Upah Minimum Propinsi atau Upah Mini mum Kabupaten/Kota,

aclalah nilaj konstanta }r'nng merupnkan perbandingan antara Pendapatan

a0 terampil suatu perusahaan
dnn atau perbandingan aniaea pendapatan Pegawai Negeri Sipil Golongan |
masa kerja O ‘nol) tahun deng

lerendnh buruh kasae dengnn pendapatan tena

an Pegawai Neger Sipil Golongan II senior atau
Golongun 1l dengan masy kewin 4 (empat) tahun,

noounluk luns -«

&. Tanah non pertanian :
1) sampai dengan 600 2 adalah 1;
2) lebih dari 600 2 5/ 5000 m2 adalah L3
3) lebih dari 5000 m2 adalah 3;

b. Tanah pertanian :

| 1}-snmp'ai dengan 2 [a nelalih 13
2) lebih dari 2 Ha s/d 5 Haadalah 1,5;
3) lebih dari 5 Ha adalah 3.
Unluk selanjutnya ; .

. Pengertiar variabal I dan berlaku bagi ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 -
Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyébut variabel “T” dan & i

b. Pengertian variabe] *n" Berlnku bagi ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan
Pemerintah ini, sepanjang menyebut variabel #n

¢, Nilai ..,

!:E:"’uq: s mia iy
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¢. Nilai variabel “n" berlaky bagi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintal: ini, sepanjang menyebut variabel “n” '

cl. Pc.r,lgcrtinn varirbel "U” berlnky bagi seluruh ketentuan dalam Peraturan
Pemerintak inj, sepanjang menyebut varinbal .

€. Pengertinn nilai konstansty 2» berlaku bagi ketentuan Pasal 9 den Pasal 10
i [}

Ayat (2) Peraturan Pamerintah ini, sepanjang menyebut nilai kongtanta wo»

“aal 8

a
-
=
a
>
g
]
=
s
B
b= ]
=
=
-
=
-
-
= 1
L]
g
oL
=
=3
e
b
B
-
=5
e
=
=
o
= o
o
=
3
3
o
&3
(13
B
-
g
-
':g
AL L,

diperlukan.

& adalah nilai konstanta YANZ merupakan perbandingan antara pendapatan

terendah buruh kasare dengan pendapaian ratn-rata manager menengah dalam

suatu perusalinnn  swasiy alnw perbandingnn  antara pendapatan Pegawai

Negeri Sipil Golongan | masa kerja 0 (nol) tnhun dengan Pegawai Negeri Sipil
Golongan 1V, 3

nuntuk luns:
8. SHa s/d 25 Ha adalah, i;
. lebih dari 25 Ha s/d 200 Ha adalah 2;
» lebih dari 200 Ha s/4 3000 Ha adalah 3;
- lebih dari 3000 Ha s/d 5000 Ha adalah 4;
lebih daci 5000 Ha adalal 5.
Untuk selanjutnyn ;

L O

il

n. Pengertian nilai konstanta "8 berlaku bagi ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut nilaj konstanta “g";

b. Nilai variabel “n» berlaku bagi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah ini, sepanjang menyebut nilai variabel 0",

Pasul 9
Cukup jelas — | : ‘

. L
’1
Dynat o/
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11 i
T adelah tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya,

24 adalah nilai Fontanta yang merupakan hasil perhitungan secara empiris
Eahwa pelnksenaan pekerinan Pelaynnnn Konsolidasi Tanah Secara Swadaya
agar dapat mencukupi harus disedinkan sebesar 24 x U,

U x 24 adalah jumlah ‘biaya yang digunakan untuk operasional (lapangan) :
Konsolidasi Tanah secara Swadaya, yang diperkirakan sebesar 60 % (snam
pulul  persen) dari ol binya pelaksanaan. Dengan demikian biaya
seluruhnya (lermasuk binyan administrasi dan biayn p:ng,clnlnnp} adalah

100/60xUx24,

ok el S =

Pnsnl 12 .
T nelalal teif Pelayninn Redisteibusi Tannh Secarn Swadaya,
12 adalah nilai kenstanta yAng merupakan hasil perhitungan empiris bahwa
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Reedistribusi Tanah Secara Swadaya agar
dapat mencukupi, binya ynng hieus disedinknn ndalah sebesne U x 12

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16 ... i
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: : :-..5 : «;],\'P] adalah  Nilai yang diperolel o
SERE. ﬁ._:ﬂr_"-,;j-_bershﬁgkutan dLLuhkan Nilai Jual Objek Pajak.
o i _!'_.-":--'.q o,

ITKUP adnfah Nahu Pevolehan Tanal T

Perolehian Tanah, ari luas tanah yang

idak Kena Uing Pemasukan.

HPs ndnlnh Hak Gina Bangunan atau Hak Paka

b o b 14@ s&ihﬁjulnyn,, pengertinn  varinbel ”NF’I”
P8 e iimia Ty
T o U*’HP " bclhku b

'HJ

semla, .. aneasc

i ngi kr_luﬂu.m Pasal 17, 18 .
M ke,

A |
a.;-
e:rl cbl:u varmbei “NFT™. “NPTTKU P W” atau “HG B{HP’
*:.{J.-:_ J x5 -.i; . - R £ ‘éEFTH : ;
h I;ﬁﬁm!%: it _I.. : SRS

'ﬁiﬁmu13gun4-

o
+
R Cukup;cms :
i - o |- ,__‘1 |
o= m.tl Ih’f 5 TR TS el
." '!:'1.-.1.-.. 5 K ’
: H CukUPJLlﬂ.S 'i" il b ; ;
.. i 'ur.;-" lr_” at L
A H:-T_'Et?u' AR
.' e i
T

-.!I-L

A . b)}gl%ﬁpl;itlg Piaksanaan Penguasaan Milik Belanda

f_‘}i{.‘ .-.-angan Warga Negara Belanca yang tidak terkcna _-.!
-‘f:-mcf-r BG Tahun 1958 lentnng Nasionalisnsi Perusahaan Pe :

,:kp:.mlllknya telah  meninggalknn wilaysh  Republik Ind

dlmaksud dalam Unclang- -undang Nomor 3 I'rp Tahin IS!E’CI
1Frrs|d1um Kabinet Tahun 1965 (Pek 5)

Belanda.- yang

I_'t allmh lndoncsm dan menurut kenyatannnya tidak lagi meny»:iengg
ﬁ L“'
Ea. ‘lﬂ .-,1

IFJ"'i.
nn,,;dan usnhnnyn dinyatakan Jatith kepada Negara. dau.rcb d'.g*;
rLta.h, RepubIlkL Indonesin sebagaimana T

dimaksud  dalam - Pcmt '
", Kabmct D\wkom Pepublik Indonesin Nomor 5 i/Prk/Tahun 1565" :

rmmmvmms:

.J

i{ 7
D:rckw‘pengu rusn}'*‘-'_ 5#

udn]nh scmua hi

&
?

A

:
.
i
E
z
_.%
:
:
|
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PRE S]DEN

et LA REPUBLN WO GNESTA
S E
s %
‘0.2 Fnsal 21 Hb};?sdﬂ Peyar. ‘-'fn_- BE %
! ﬁ}fa.t (”"FI“”’*-’”' =2 4. H
rasglbh e Teda, anessy e P
,_1Cu up jelas : : i
. ) i : ‘J‘ - ot ‘-_.-_ __-: Ty ."'.I"::. %
X .': I .':._"H' %ynl'tzl-..é..-' r ol R . = ?'
: e 'T'nnf temndﬂh adalah  binya yang telah ditetapkan oléh daerah
e bcrsnngkutan misalnya bmya!!nnf pengukuran untuk lussan 0.— SGD r|12__f_
stbesnr Hp 60.000,00 (enam puluh riby rupinh) maka perhitungannya ad'nlnl'}fn';
el ToaE A0k
'?..J % x Rp 60:000,00 = Rp. 45.000 ,00. <
Tarif tersebut sudan termasuk dalam tari

I per bidang pelaksanaan redistribusig

SRR
lnnah B : sl
ML i
Huruf e -4 - -
. iai. :, Pengenaan uang pemasukan sebesar

Rp. 0,00 (nol rupiah) tcrsehu
- didasarkan pada periimbangan bahwa oieh karena PRONA, PRDNEI)"
%ga}rnk Hak, Dncmh Transmigrasi, Redistribusi

Tanah dan Konsc-Hd :
“I1f;‘_f___g:__*-“']nnnh dIhuuksm hntuk masyarakat golongan ekonomi lemah y
l {“EE’E?E . pembinyannnya dibebanknn pada APDN ntau APBD.
’ Sl é
. Cukup jelas
.', [Imuf ¢

.- Cukup jelas

Hak Fengc!nlnﬂn dikenakan uang pemasukan Rp.0,00 {nc

ﬁ-\.'r

25 ngu;.gagg Jjak Pengelolaan merupakan sebagian dazi l*a‘r a:g.e,n
! &’ : rg&m ysng diberikan kapada pemegang haknya, dan berm
; ..5%.55_”m=1k.' -
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Ayal ()

Kepada Pezawai Negeri, anguata 'FNiKF‘DLR[, atau janda dan duda mereka,

merupakan penghargaan alns pengabdiannya kepada MNegara,
Kepada anggota masyarakal golongan skonom] ltmnhftigakl .mampn,
merupakan bantuan pemerinlah

nlas kemauan yang bersangkutan untuk
mensertipikatkan tanahnya.

Kepada yayasan/perkumpulan yang bergerak di bid

ang keagamaan dan sosial,
dengnn pertimbangan kupreny

lanahnyn digunakan  untuk kegiatan  yung
langsung digunakan dengan kegiatnn

keagamann dan sosial dan tidak ada
unsur komersial,

Kepada pensiunan, merupakan
Negara sampai purna tugas.

Kepada Anggoia ‘I.»'ctcr;-.n, merupn ki
kun'lcrdcie_n-hﬁu_ﬂéi;ﬁblik Indonesin.

penghargaan alus pengabdiannya kepada

penghavaaan kavenn sebagai pejuang

Pazal 22

Cukup jelns

Pasal 23

Cukup jeias |

Prsal 24

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1997 lentang Penerimaan Negira Bukan Pajak.

Pasit| 25

Culkup jelns

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESTA NOMOR 4990

A R L e R TR
S SRR R oy J f
) i
M Ly

AN

IR R e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

o o U NN B S A

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 46 TAHUN 2002
TANGGAL 27 Agustus 2002

LRSS -«{1I ﬂﬂ!.'ml.ln:lq EI—"uuﬂ-JliF'_%m'.. B

DG AN

16,
17,

18,

. | Pel

1o -
11,
12,
13,
14,

3.

I | Pelayanan Pendaftaran Tanah u-ntuk :
Pertama Kalj

I | Pelayanan Pemelikarann Datg .
Pendaftaran Tanahy

ayanan Informasi Pertanahan .

Sural Ukup dengan Kertns

Titik Dasar Teknis Orde 2

Titik Dasar Teknis Orde 3

Peta Pendaftacan Blue Print

Peta Pendafaran Tanah Digital

Peta dasar/Petg Dasar Pendnfinrnny/

Peta Garis/Peln Tala Guna Tanal

Blue Print

Petn dasar/Peta Dasar Pendnftaran/

Peta Garis/ Fein Tata Guna Tanah
phia

Peta dasar/Pery Dasar Pendaltaguns

Petn Garis/Pein Tatn Gunn Tanah

Drafting Filn

Peta dasar/Petn Casar Cendafinrans

Peta Garis/Peta Tain Guna Tanah

Digital )

Photti Udara Blow Up

Fhoto Udara Digital

Peta Photo Drafting Film

Peta Photo Digial

Peta  Penggunnan  Tanah dengan

Kerias :

Peta  Penggunnan Tanah dengan

Kertas

Petn  Kemampuan Tannh  dengan

Kertas

Peta Kemampunn  Tanah dengan

Kertas

Peta  Analisa Penggunaan  Tanah

dengan Kerlas

Bidang dan
luas tanah
Bidang dan
luas tanah

Bidang
Titik
Titik

Lembar

lembar

Lembar

Lembar
Lembar
Lembar

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar/
Blad
Llembar/

Wilayah .|

Lembar/
Blad
Lembar/
Wilayah

Lembar/

Wilayah

v Rp. 25.000,0t
Rp. 25.000,0¢

Rp. 25,000,0¢

" “Rp. 43.000,0¢

Rp. 30.000,0¢
Rp. 400.000,0¢
Rp. 500,000,0¢
Rp. 30.000,0¢

Rp. 60.000,0¢
Rp. 120,000,0¢
Rp. 1 Z20.0uu,uc

Rp. 200.000,0¢
Rp. 100,000,00
Rp. 200:000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 150.000,00
Rp. 90.000,00
Rp. 120.000,00

Rp. 150.000,00

19. Informasi ..,

ORI
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19.  Informasi tekstual

Diploma
Kndastral,
A, Biaya Pandaftaran Calon
Binyn Pendidikns, -
1. Biaya Kulinl
soeame B Kuligh /1eori

b. Praktek

3. Binya Ujian
4. Biaya Wisuda
5. Biaya Pengelolaan

R

R e 4 ik

v, Penyelengenrnn Peadidikan Program
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